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ABSTRAK

Rizki Gustia Syahfitri, Npm. 1505170281. Analisis Sistem Pengendalian
Intern Penerimaan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan
Pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribus Daerah Kota Medan, Skripd,
Univer sitas M uhammadiyah Sumater a Utar a, 2019.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Sistem
Pengendalian Intern pada Badan Pengelola Pgjak dan Retribus Daerah Kota
Medan dan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab unsur-unsur Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah belum optimal. Pendekatan penelitian ini berupa
pendekatan penelitian deskriptif dengan menggunakan data kuantitatif. Teknik
pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan melalui wawancara dan
dokumentasi.Hasil analisis dari peneltian ini dapat diketahui bahwa Penerapan
SistemPengendalian Intern belum optimal berdasarkan Sistem Pengendalian
Pemerintah No. 60 Tahun 2008, Dari penilaian resiko terkait dengan penetapan
target penerimaan realisas BPHTB yang belum tercapai dari yang telah
ditetapkan BPPRD Kota Medan sehingga berpengaruh terhadap besarnya
Pendapatan Adi Daerah dikota Medan. Dari segi pemantauan karena terjadinya
Penyimpangan yang dilakukan wajib pajak dan PPAT(Pejabat Akta Pembuat
Tanah) di dadam melampirkan atau mencantumkan nilai transaks yang
sebenarnya. Jual beli yang dilakukan oleh masyarakat cenderung rumah tempat
tinggal sehngga pembayaran BPHTB sangat minim.

Kata Kunci : Sistem Pengendalian Intern, BPHTB
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan daerah merupakan suatu bagian yang tidak dapat dipisahkan
untuk pembangunan bangsa. Keberhasilan pembangunan suatu bangsa tidak
terlepas dari keberhasilan daerah dalam mengelola potensi-potensi yang dimiliki
oleh daerah tersebut. Untuk mencapainya diperlukan adanya suatu kebijakan dan
sistem pembangunan yang mampu memacu peningkatan kinerja sumber daya
manusia dalam mengel ola dan mengel ola sumber-sumber daya alam yang dimiliki
tiap daerah, dapat mengelola sumber-sumber pendapatan daerah yang belum
tergali agar dapat dipakai sehingga mampu meningkatkan pendapatan daerah agar
lebih baik hasilnya dan dapat digunakan untuk kesejahteraan masyarakat daerah.

Menurut Mardiasmo (2002) “ PAD adalah penerimaan daerah dari sektor
pajak daerah, retribus daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolahan
kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain -lain PAD yang sah. Menurut Abdul
Halim (2003) “PAD merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari
sumber ekonomi adli daerah.Hal ini meningkatkan Pgjak dan retribus merupakan
pendapatan adli daerah dan menjadi sumber pendanaan bagi keberlangsungan
pembangunan daerah dalam kerangka otonomi daerah (Undang-Undang nomor 28
tahun 2009).

Adapun sumber pendapatan asli daerah salah satunya berasal dari paak

daerah. Menurut pendapat Smeet yang dikutip Sundy (2005: 10), pajak adalah
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prestas kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dan yang
dapat ditunjukkan dalam hal individual.

Sgjak tahun 1999 pembagian pajak menurut wewenang, pemungutan pajak
dipisahkan menjadi pajak pusat dan pgak daerah. Pgjak pusat dipungut dan
dikelola oleh pemerintah pusat,sedangkan pajak daerah dipungut dan dikelola oleh
pemerintah daerah. Pemerintah daerah harus dapat mengupayakan peningkatan
penerimaaan yang berasal dari daerah, sehingga memperbesar keuangan daerah
yang dapat digunakan untuk kegiatan pembangunan.

Jenis pajak daerah ditetapkan Menurut Undang-undang nomor 28 tahun
2009 yang dapat dipungut dan dikelola oleh pemerintah derah dalam upaya
menghimpun dana guna meningkatakan kualitas maupun kualitas pembangunan
daerah saat ini terdiri dari pajak restoran, pajak hiburan, pgak reklame, pajak
penerangan jalan, pgak pemanfaatan air bawah tanah, pajak parkir, pajak bumi
dan bangunan, dan pajak BPHTB.

Pajak Daerah Menurut Undang-undang nomor 28 tahun 2009 “Pajak
Daerah, yang selanjutnya disebut Pgjak, adalah kontribus wajib pajak kepada
daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan
Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan
digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Penerimaan pajak daerah salah satunya adalah pajak BPHTB merupakan
salah satu jenis penerimaan daerah yang diharapkan dapat memiliki peranan yang
berarti dalam pembangunan daerah. Sebagaiman diketahui pajak BPHTB adalah
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunandi mana setiap upaya pemindahan

Hak atau pemberian hak atas tanah dan bangunan seperti jual beli, tukar menukar,
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hibah, hibah wasiat, waris, hadiah dan sebagainya. Pihak yang terkena kewajiban
melunas bea perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah orang pribadi atau
badan hukum yang menghasilkan penerimaan daerah. Waktu pembayaran dapat
dilakukan seacarainsidental tidak terikat oleh waktu.

Menurut Siahaan (2010, hal 70) pengertian Pajak Bea Perolehan Hak atas
Tanah dan Bangunan. Yang dimaksud dengan dengan perolehan hak atas tanah
dan atau bangunan adalah peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak
atas tanah dan atau bangunan oleh orang pribadi atau badan’’.

Menurut UU. No. 60 tahun 2008 Sistem Pengendalian Intern adalah proses
yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus
oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas
tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efesien, keandalan
pelaporan keuangan, pengamanan asset negara, dan ketaatan terhadap peraturan
perunndang —undangan.

Untuk meminimalkan permasalahan dalam pemungutan pajak BPHTB,
adabaiknya Badan Pengelola Pgjak dan Retribus Daerah perlu melakukan
evaluas pengendalian internal agar dapat meningkatkan efektivitas dalam
pemungutan pajak BPHTB. Pengendalian Internal adalah kebijakan dan prosedur
dalam pemungutan untuk memastikan bahwa informas usaha yang disagjikan
akurat dan meyakinkan bahwa hukum serta peraturan telah diikuti. Dinas
Pendapatan Adli Daerah perlu menggunakan pengendalian internal untuk
mengarahkan sistem operasi, melindungi, mencegah penyalahgunaan sistem

(Warren, 2006).
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Menurut PP No. 60 Tahun 2008 bahwa SPIP terdiri dari atas unsur dalam
pengendalian Internal terbagi menjadi lima yaitu Lingkungan Pengendalian,
Penilaian resko , kegiatan pengenddian, informas dan komunikasi dan
pemantauan pengendalian intern.

Dengan diterapkannya unsur-unsur dan tujuan pengendalian interna
tersebut, maka diharapkan dapat menciptakan pengendalian interna atas
pemungutan pajak BPHTB yang efektif. Efektif atau tidaknya pengelolaan atas
pemungutan pgak BPHTB dapt diukur dari evaluas sejauh mana perusahaan
telah melaksanakan unsur-unsur pengendalian interna sebagaimana yang
dijabarkan oleh PP No. 60 Tahun 2008.

Sistem Pengendalian intern bukan dimaksudkan untuk menghilangkan
semua kemungkinan terjadinya kesalahan atau penyimpangan yang dilakukan,
maka diperlukanpengendalian intern yang baik dalam pemungutan pgjak untuk
mengontrol seluruh kegiatan yang berjalan. Hal tersebut diperlukan agar
penyimpangan yang terjadi dapat diminimalisir dan dihindari.

Menurut UU No. 60 tahun 2008 tentang sistem Pengendalian Intern
Pemerintah (SPIP) menyatakan bahwa Sistem Pengendalian Intern adalah proses
yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus
oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas
tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan
pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan
perundang—undangan.Sistem  Pengendalian  Intern, yang  selanjutnya
disingkatSPIP, adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara

menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
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Jika kita melakukan perbandingan antar anggaran (target) dengan realisas
maka, penerimaan pajak BPHTBpihak BPPRD Kota Medan untuk meningkatkan
pendapatan belum sesuai dengan target yang diharapkan, serta target yang
diberikan selalu sgja ditingkatkan meskipun ditahun sebelumnya penerimaannya
masih rendah dibanding target. Ini menunjukkan tingkat efektivitas yang rendah
dalam pengawasan, sementara pada pasa 2 PP. No.60 Tahun 2008 menyatakan
SistemPengendalian Intern Pemerintah bertujuan untuk memberikan keyakinan
yang memada bagi tercapainya efektivitas dan efesiens pencapaian tujuan
penyelenggaraan pemerintah negara, keandadan pelaporan  keuangan,
pengamananasset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang —undangan.

Berdasarkan data dari Badan Pengelola Pgjak dan Retribus Daerah Kota
medan. Diperoleh data target dan realisasi pajak BPHTB di Kota Medan tahun
2014-2018 yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini.. Hal tersebut dapat dilihat
berdasarkan tabel 1.1 berikuit.

Tabel 1.1

Target dan Realisas Pajak BPHTBK ota Medan
Tahun 2014 5/2018

Target Penerimaan Realisasi Penerimaan Pajak
Tahun | ook BPHTB BPHTB %
2014 | 330.974.000.000,00 228.392.967.245,00 69,01%
2015 | 335.974.000.000,00 201.806.504.023,00 60,07%
2016 | 336.974.000.000,00 212.428.428.607,00 63,04%
2017 | 336.974.000.000,00 401.578.896.014,00 119,17%
2018 | 339.974.000.000,00 275.741.255.103,00 81,11%

Sumber: Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwatarget dan realisasi Pajak BPHTB
dari tahun 2014 sampai tahun 2018 mengalami naik turun persentase yang di
mana sering tidak mencapai target yang telah ditetapkan oleh BPPRD Kota

Medan. Pada Tahun 2017 mengalami peningkatan yang sangat pesat.
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Pertumbuhan penerimaan Pgjak BPHTB sangat mempengaruhi dari besarnya
realisas pgjak yang diterima dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan
BPPRD Kota Medan. Karena jika semakin besar redisas yang dapat diperoleh
maka semakin meningkat pula pertumbuhan penerimaan pajak pada daerah dan
sebaliknya jika realisas tidak mencapai target maka dapat diindikasikan bahwa
kurang maksimal proses pemungutan pajak yang dilakukan. Hal ini disebakan
karenadiadakan sosialisas pemerintah kepada masyarakat sehingga kesadaran
wajibpgjak mulai meningkat namun masih belum tercapai sesual target yang
telahditentukan oleh Badan Pengelola Pgjak dan Retribus Daerah Kota Medan.
Hal inidisebabkan terjadi penyimpangan yang dilakukan wajib pgak dan PPAT
(PgjabatPembuat Akta Tanah) didalam melampirkan atau mencatumkan nilai
transaksiyang sebenarnya didalam akta jual beli. Dan jua beli yang dilakukan
olehmasyarakat cenderung rumah tempat tinggal, sehingga pembayaran BPHTB
Sangat minim. Permasalahan ini akan mempengaruhi besarnya Pendapatan Adli.
Hal ini terjadi karena adanya sistem pengendalian intern pajak BPHTB di

Badan Pengelola Pajak dan Retribus Daerah kota Medan belum berjalan dengan
baik dari unsur-unsur SPIP yaitu penilaian resiko dan pemantauan. Dari penilaian
resiko terkait dengan penetapan target penerimaan BPHTB yang belum tercapai
sehingga berpengaruh terhadap besarnya Pendapatan Adi Daerah dikota Medan.
Dari segipemantauan, ini dari anaiss yang berkaitan dengan Kkegiatan
pengendalian yangdilakukan secara langsung sehingga terjadi penyimpangan
daam penerimaanBPHTB sehingga pembayaran BPHTB sangat minim,
berdasarkan Unsur-Unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) No. 60

Tahun 2008. Sdlah satu tujuan SPIP yaitu untuk memberikan keyakinan yang
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memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisens pencapaian tujuan
penyelenggaraaan Pemerintah Negara. Dengan demikian Pengendalian yang
efektif akan berdampak padajumlah hasil pajak atastarget dan realisasi yang akan
diterima (Mardiasmo, 2009:206).

Penelitian ini juga pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, peneliti
Priska (2015)di mana hasil penelitian menunjukkan menunjukkan sistem
pengendalian intern penerimaan pajak DPPKAD Kabupaten Hamahera utara
masi h terdapat ketidak sesuaian dengan peraturan pemerintah RI nomor 60 tahun
2008, karena masihditemukan beberapa kelemahan yang berhubungan SDM  yang
mash kurang dibidang pendapatan dan belum diberlakukan reward kepada
pegawai. Sebaiknya pimpinan DPPKAD meningkatkan kualitas SDM melalui
pendidikan dan pelatihan, sosialisas, perekrutan juga kerja sama.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian
yang tentang Sistem Pengendalian Intern penerimaan pajak BPHTB, sehingga
penulis dengan ini memberi judul proposal yaitu:“ Analisis Sistem Pengendalian
Intern Penerimaan Pajak BPHTB Pada Badan Pengelola Pajak Dan

Retribus Daerah Kota Medan”.

B. ldentifikasi Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas,maka penulis
mengidentifikas masalah dalam penelitan ini adalah:
1. Belum tercapainya target dan Realisas penerimaan pajak BPHTB dari

tahun 2014 sampai dengan 2018.
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2. Masih kurangnya Pemantauan dan Penilaian Resiko dalam meningkatkan

sistem pengendalian intern penerimaan pajak BPHTB.

C. Rumusan Masalah
Berdasarkan identifikas masalah yang telah diuraikan, maka penulis
membuat rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:
1. Faktor apakah yang menyebabkan belum tercapainya realisas pajak
BPHTB Kota Medan dari tahun 2014 sampai dengan 2018?
2. Bagaimana Penergpan Sistem Pengendalian Intern Penerimaan pajak

BPHTB Pada BPPRD Kota Medan?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan Penédlitian
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:
a Untuk mengetahui dan menganalis faktor-faktor apakah yang
menyebabkan belum tereaisas taget pajak BPHTB Kota Medan
b. Untuk mengetahui dan menganais kurangnyaPenerapan Sistem
Pengendalian Intern Penerimaan pgjak BPHTB Pada BPPRD Kota
Medan
2. Manfaat Penelitian
a. Bagi Penulis
Dapat memberikan pengetahuan dan wawasan yang mendalam
mengenai analisis Sistem Pengendalian Intern Penerimaan pajak

BPHTB Pada BPPRD Kota Medan
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b. Bagi Badan Pengelola Pgjak dan Retribus Kota Medan
Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan dalam membuat
kebijakan dalam rangka meningkatkan Sistem Pengendalian Intern
Penerimaan Pajak BPHTB agar dapt menjalankan kinerja perusahaan
dengan baik.

c. Bagi Akademis
Dapat memberikan informas tambahan dan menjadi bahan
pembelg aran khususnya bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam

melakukan penenelitian selanjutnya.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Uraian Teoritis
1. Pajak
a. Pengertian Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Undang-Undang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpgakan, Pgjak adalah kontribus wajib
kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa
berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan
digunakan untuk negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Rochmat Soemitro (2011) “Pgak adalah iuran rakyat kepada kas
negara berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat
jasa timbal (kontraprestas) yang langsung ditujukan dan digunakan untuk
membayar pengeluaran umum”.

Smeets dalam karangan Ilyas dan Burton (2008) “Pajak adalah prestas
pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dan yang dapat
dipaksakan, tanpa adanya kontraprestasiyang dapat ditunjukkan secara individual
maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah”.

Menurut S| Djgadiningrat (2005) “Pajak sebagai suatu kewgjiban
menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas ngara yang disebabkan suatu
keadaaan tertentu,tetapi bukan sebagal hukuman, menurut peraturan yang
ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik

dari negara secara langsung, untuk memelihara kesg ahteraan secara umum”.

19
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Sedangkan menurut Ardiani dalam buku Waluyo dan Wirawan (2008)

yang telah diterjemahkan olehR. Santosa Brotodiharjo dalam bukuPengantar 1lmu

Hukum Pgjak “Pgjak adaah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang

terutang oleh wajib pgak membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan

tidak mendapatkan prestas kembali, yang langsung dapat ditunjuk dan yang

gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung

dengan tugas negara menyelenggarakan pemerintah”.

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat ditarik kesmpulan tentang ciri-ciri

yang melekat pada pengertian pgak, yaitu sebagai berikut:

1)

2)

3)

4)

5)
6)
7)

8)

Pajak dipungut oleh negara, baik oleh pmerintah pusat maupun
pemerintah daerah, berdasarkan kekuatan undang-undang serta aturan
pel aksanaannya.

Pembayaran pajak harus masuk kas negara, yaitu kas pemerintah
pusat atau kas pemerintah daerah (sesuai dengan jenis pgak yang
dipungut).

Pagjak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan
pel aksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan.

Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditujukan adanya kontraprestasi
individual oleh pemerintah.

Pajak peralihan kekayaan dari orang atau badan ke pemerintah.

Pajak dipungut karena adanya suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan.
Pajak dapat pulamempunyai tujuan selain budgetair yang mengatur.
Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, Yyakni

pengel uaran-pengel uaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.
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9) Penyelenggaraaan pemerintah secara umum merupakan manifestas
kontraprestas dari negara kepada pembayar pajak.
b. Fungs Pajak
Paak mempunya peranan yang sangat penting dalam kehidupan
bernegara, khususnya didalam pelaksanaan pembangunan karena pgak
merupakan sumber pendapatan negara untuk membiaya semua pengeluaran
termasuk pengeluaran pembangunan. Menurut Siti Resmi (2011, ha 2)
berdasarkan hal di atas maka pgjak mempunyai 2 fungs, yaitu:
1) Fungs Anggaran (Budgetair)
Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai
pengel uaran-pengel uarannya.
2) Fungs Mengatur (Reguleren)
Pajak sebagal alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan
pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.
c. Syarat Pemungutan Pajak
Menurut Mardiasmo (2011, hal 2) agar pemungutan paak tidak
menimbulkan hambatan atau perlawanan maka pemungutan paak harus
memenuhi syarat sebagai berikut:
1) Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan)
2) Pemungutan pgjak harus berdasarkan Undang-undang (syarat yuridis)
3) Tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomis)
4) Pemungutan pajak harus efisien (syarat finansial)

5) Sistem pemungutan pajak harus sederhana
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d. Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Waluyo (2008, hal 17) daam memungut pajak ada beberapa

sistem pemungutan, yaitu:

1)

2)

3)

Official Assessment System

Suatu sistem pemungutan pgjak yang memberi kewenangan aparatur
perpgakan untuk menentukan sendiri jumlah pgak yang terutang
setigp tahunnya sesual dengan ketentuan Undang-undang perpajak
yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif dan kegiatan menghitung
serta memungut pajak sepenuhnya berada ditangan aparatur
perpa akan.

Self Assessment System

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib
Pajak untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap
tahunnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perpgjakan yang
berlaku dalam sistem ini, inisiatif dan kegiatan menghitung serta
pelaksanaan pemungutan pajak berada di tangan Wajib Pgjak. Sistem
ini adalah sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia.

With Holding System

Suatu sistem pemungutan pgak yang memberi wewenang kepada
pihak ketigayang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang
terutang oleh Wajib Pgjak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang
Perpajakan yang berlaku. Penunjukan pihak ketiga ini bisa dilakukan
dengan Undang-Undang perpajakan, keputusan presden dan

peraturan lainnya untuk memotong dan memungut pajak, menyetor
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dan mempertanggung jawabkan melalui sarana perpaakan yang

tersedia

e. Jenis—JenisPajak

Menurut Mardiasmo (2011, hal 5) terdapat berbagai jenis pajakn yang

dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu pengelompokan menurut golongannya,

menurut sifatnya, dan menurut lembaga pemungutannya.

1) Menurut Golongannya

2)

Menurut golongannya, pajak dikelompokkan menjadi 2 yaitu:

a) Pagak Langsung
Paak langsung adalah paak yang harus dipikul dan
ditanggungsendiri oleh Wajib Pagjak dan tidak dilimpahkan atau
dibebankan kepada orang lain atau pihak lain
b) Pgak Tidak Langsung
Pajak tidak langsung adalah pajak yang pada akhirnya dapat
dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga.
Menurut Sifatnya

Menurut sifatnya, pajak dikelompokkan menjadi 2, yaitu:

a)

b)

Pajak Subjektif

Pajak subjektif adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan
pada keadaan pribadi Wajib Pgjak atau pengenaan pajak yang
memperhatikan keadaan subjeknya.

Pajak Objektif

Pajak objektif adalah paak yang pengenaannya memperhatikan

pada objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atau
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peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar
pajak.
3) Menurut Lembaga Pemungutannya

Menurut Lembaga Pemungutannya,pajak dikelompokkan menjadi 2,

yaitu:

a) Pagak Negara (Pajak Pusat)
Pajak Negara adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat
dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada
umumnya

b) Pajak Daerah
Pajak Daerah adalah pgjak yang dipungut oleh pemerintah daerah
baik tingkat | maupun tingkat 1l dan digunakan untuk membiayai

rumah tangga daerah masing-masing.

2. Sistem Pengendalian Intern
a. Pengertian Sistem Pengendalian Intern

Sistem pengendalian intern merupakan suatu usaha yang dilakukan
perusahaan dalam mengarahkan jalan adanya usaha agar tetap bergerak sesuai
dengan tujuan dan program dari perusahaan dengan berorientas kedalam
perusahaan itu sendiri.

Menurut Hery (2014: 11) systempengendalian intern adalah seperangkat
kebijakan dan prosedur untuk melindungi asset atau kekayaan perusahaan dari
segala bentuk penyalahgunaan, menjamin tersedianya informas akuntans

perusahaan yang akurat, serta memastikan bahwa semua ketentuan (peraturan)
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Hukum/Undang-Undang serta kebijakan mangemen telah dipatuhi atau
dijalankan sebagaimana semestinya oleh seluruh karyawan perusahaan.

COSO mendefinisikan Sistem Pengendalian Intern adalah Suatu proses
yang diimplementasikan oleh dewan dewan direksi, mangemen, serta seluruh staf
dan karyawan dibawah arahan mereka dengan tujuan untuk memberikan jaminan
yang memadal atas tercapainya tujuan pengendalian.

Menurut Mardiasmo, Sistem Pengendaian Intern adalah mekanisme yang
dilakukan oleh eksekutif (pemerintah daerah) untuk menjamin dilaksanakannya
sistem dan kebijakan mang emen sehingga tujuan organisas dapat tercapai.

Pengendalian intern menurut lkatan Akuntan Indonesia dalam Standar
Profes Akuntansi Pubik (SPAP) (2001: 319) adalah sebagal berikut:

Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan
secaraterus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk
memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya organisas
melaui kegiatan yang efektif danefesien., keandalan pelaporan
keuangan, pengamanan asset Negara, dan ketaatan terhadap
peraturan perundang-undangan.

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat
SPIPadalah system pengendaian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh
dilingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

b. Tujuan Sistem Pengendalian Intern
Berikut ini adalah tujuan sistem pengendalian intern (Mulyadi: 164):
1) Menjaga kekayaan perusahaan
Bila sistem pengendalian intern berjaan dengan baik, maka akan dapat

mengantisipasi terjadinya kecurangan, pemborosan, ketidak efisienan,

dan penyal ahgunaan terhadap aktiva perusahaan.
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2) Mengecek keakuratan data akuntans
Kendalan data/informas akuntansi digunakan oleh mangjemen dalam
pengambilan keputusan untuk meningkatkan ketelitian dan dapat
dipercaya.
3) Mendorong Efisien
Kebijakan perusahaan dapat memberikan kebijakan tertentu dengan
memantau  setip pengorbanan yang telah dikdluarkan guna
mendapatkan hasil yang sebaik-baiknya.Mendorong dipatuhinya
kebijakan mangemenUntuk mencapai tujuan perusahaan maka
kebijakan, prosedur, sistem pengendalian intern, yang dirancang untuk
memenuhi keyakinan yang memadai bahwa kebijakan, prosedur yang
ditetapkan perusahaan akan dipatuhi oleh seluruh karyawan.
Menurut COSO ada tiga tujua pengendalian intern yaitu:
1) Efektivitas dan efisiens operas
2) Readlibiitas pelaporan keuangan
3) Kesesuaian dengan aturan dan regulasi yang ada
Menurut Peraturan Repubik Indonesia No. 60 yahun 2008 tujuan system
pengendalian intern pemerintah (SPIP) adalah untuk memberkan keyakinan
yangmemadal bagi tercapainya efektivitas dan efisienss pencapaian tujuan
penyelenggaran pemerintah Negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan

asset Negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
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c. Komponen Pengendalian I ntern

Lima komponen dalam modd pengendaian COSO (The Committee of

Sponsoring Organization) yaitu:

1)

2)

Lingkungan Pengendalian

Setiap organisas, tidak perdui apakah organisasi tersebut perusahaan
besarataupun perusahaan  kecil, harus memiiki ingkungan
pengendalian yang kuat. Lingkungan pengendalian yang lemah
kemungkinan besar diikuti dengan kelemahan dalam komponen
pengendalian internal yang lain sebagai komponen pengendalian yang
pertama, meliputi faktor-faktor berikut:

a) Filosofi mangjemen dan gaya operas

b) Komitmen terhadap integritas dan nilai-nilai etika

¢) Komponen terhadap kompetens

d) Komite adit dari Dewan direks Struktur organisas

€e) Metode penetapan otoritas dan tanggungjawab

f) Kebijakan dan praktek sumber daya manusia

Aktivitas Pengendalian

Aktivitas pengendalian yang terkait dengan pelaporan keuanganantara
lain melipuiti:

a) Desain dokumen yang baik dan bernomor urut cetak

b) Pemisahan tugas

c) Otoritasyang memadal atas setiap transaksi bisnis yang terjadi

d) Mengamankan harta dan catatan perusahaan
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e) Menciptakan adanya pengecekan independenatas pekerjaan
karyawan lain

Penafsiran Risiko

Setigp perusahaan baik besar maupun kecil, pasti menghadapi

pastimenghadapi risko internal maupun eksternal daam mencapal

tujuan perusahaan. Risiko tersebut dapat bersumber dari:

a) Tindakan tidak sengaja, seperti kesalahan atas
kecerobohankaryawan

b) Tindakan senggja, seperti kecurangan karyawan dengan mencuri
atau menyalahgunakan harta perusahaan

c) Bencana alam atau kerusakan politik, seperti kebakaran, banjir,
gempa bumi, tsunami, angin, perang dan kerusakan masa

d) Kesalahan perangkat lunak dan kegagalan peralatan computer,
seperti kerusakan program computer, hardware, perangkat lunak.

Informasi dan Komunikasi

Informas harus diidentifikasi, diproses, dan di komunikasikan ke

personil yang tepat sehinga setiap orang dalam perusahaan dapat

melaksanakan tanggungjawab mereka dengan baik.Sistem informas

akuntans harus bisa menghasilkanlaporankeuangan yang handal.

Tujuan sistem informas akuntansi, antara lain melipuiti:

a) Mengidentifikas dan mencatat semuatransaks yang valid

b) Mengklasifkas transaks sebagaimana seharusnya.

c) Mencatat transaks sesuai dengan nilai moneter yang tepat

d) Mencatat transaks pada periode akuntans yang tepat
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e) Menygikan transaksi an pengungkapan terkait dalam laporan
keuangan secaratepat.

Pengawasan Kinerja

Kegiatan utama dalam pengawasan kinerja adalah:

a) Surviseyang efektif

b) Akuntans pertanggungjawaban

¢) Pengauditaninterna

d. Unsur Sistem Pengendalian Intern

Mulyadi (2010: 164) wunsur pokok pengendaian intern adalah

sebagaiberikut:

1)

2)

3)

Struktur organisasi yang memisahkan tanggungjawab fungsional

secara tegas

a) Pemisahan fungsi operasi dan penyimpanan dari fungsi akuntans

b) Suatu fungs tidak boleh diberi tanggungjawab penuh untuk
mel aksanakan semua tahap suatu transaksi..

Sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan

perlindungan yang cukup terhadap kekayaan, utang, pendapatan, dan

biaya.

a) Otorisas menjamin dipercayanya dokumen transaksi

b) Prosedur pencatatan menjamin tingkat ketelitian dan keandalan.

Praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungs setiap unit

organisasi.

a) Pemakaian formulir bernomor urut cetak, agar pemakaian dapat

dipertanggungjawabkan oleh berwenang.
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b) Pemeriksaan mendadak, untuk mendorong karyawan agar
mel aksanakan tugas sesuai dengan aturan yang ditetapkan.

c) Adaya internal check, transaks dari awal hingga akhir harus
melibatkan beberapa orang.

d) Perputaran jabatan (job rotationl), untuk menjaga independens
pejabat dan menghindari persekongkolan.

e) Keharusan pengambilan cuti, karena cuti akan digantikan pejabat
lain dan apabila ada kecurangan akan ketahuan.

f) Pencocokan fisik dan catatan secara periodik.

g) Unit organisas untuk mengecek efisenss SPI, karena satuan
pengawasan intern tidak bolen melaksanakan fungs operas,
penyimpanan, akuntans dan harus bertanggungjawab langsung

kepada mangemen puncak

3. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
a. Pengertian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Pengertian sistem  pengendalian  intern  pemerintah  menurut
PeraturanPemerintah N0.60 tahun 2008 Sistem Pengndalian Intern adalah proses
yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus
olehpimpinan dan seluruh pegawal untuk memberikan keyakinan memada atas
tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan
pelaporan keuangan, pengamanan asset Negara, dan ketaatan terhadapperaturan

perundang-undangan.
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Sistem Pengendaian Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SPIP,

adaah sstem pengendalian internyang diselenggarakan secara terus

menerussecara menyeluruh dilingkungan pemerintah pusat dan pemerintah

daerah.

b. Tujuan Sistem pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

SPIP bertyjuan untuk memberikan keyakinan yang memadai

terhadapempat hal, yaitu:

1)

2)
3)

4)

Tercapainya efektivitas dan efisens  pencapaian  tujuan
penyel enggaraan pemerintahan Negara.

Keandalan pelaporan keuangan.

Keamanan asset Negara

K etaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

c. Unsur-unsur Sistem Pengendaian Intern Pemerintahan (SPIP)

Unsur-unsur SPIP sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 60 tahu

2008adal ah:

1)

Lingkungan Pengendalian
Pimpinan instans pemerintah wajib menciptakan dan memelihara
ingkungan pengendalian yang menimbukan perilaku positif dan
kondusif untuk penerapan Sistem Pengendalian Intern dalam
lingkungan kerjanyamelalui:
a) Penegakan integritasdan nilai etika.
Di mana pemerintah harus menyusun dan menerapkanaturan
perilaku, memberikan keteladanan atas pelaksanaan aturan pada

setigp tingkat pimpinan instans pemerintahan, menegakkan



b)

d)
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kedisipinan atas penyelenggaraan terhadap aturan perilaku.Dan
menghapus kebijakan yang dapat menimbulkan perilaku yang
etis.

Komitmen terhadap kompetensi.

Mengidentifikas yang  menetapkan  kegiatan  dalam
menyel esaikan tugas dan fungs masing-masing posisi,menyususn
standar kompetensi untuk menyelesaikan tugas dan fungs yang
dibutuhkan,menyelenggarakan pelatihan dan pembinaan untuk
meningkatkan kompetens pekerjaannya.

Kepemimpinan yang kondusif

Mempertimbangkan risko dalam pengambilan keputusan,
melakuka interaks secara intensif dari pejabat yang tinggi kepada
tingkatan yang lebih rendah, merespon secara positif terhadap
pelaporan yang berkaitan dengan keuangan, penganggaran,
program dan kegiatan.

Pembentukan struktur organisas yang sesui dengan kebutuhan.
Menyesuaikan dengan ukuran dfat kegiatan instang
pemerintahan, memberikan  kejelasan  wewenang  dan
tanggungjawab, menetapkan dengan jumlah pegawai yang sesuai,
terutama untuk posisi pimpinan.

Pendelegasan  wewenang dan  tanggungiawab  yang
tepat.Wewenang diberikan kepada pegawal yang tepat sesuai
dengan tingkat dan tanggungjawabnya dalam rangka pencapaian

tujuan.
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f)

9)

h)
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Penyusunan dan peneragpan kebijakan yang sehat tentang
pembinaan sumber daya manusia.Penetapan kebijakan dan
prosedur sgjak rekrutmen sampai pemberhentian karyawan,
penelusuran latar belakang calon pegawai.

Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang
efektif.

Memberikan keyakinan yang memadal atas ketaatan, kehematan,
efisiens dan efektivitas pencapaian tujuan instans,memelihara
dan meningkatkan kualitas dan tata kelola penyel enggaraan tugas
dan fungsi instansi pemerintah.

Hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait
Diwujudkan dengan adanya mekanisme saling uji antar instans

pemerintah yang terkait.

Penilaian Ris ko

Pimpinan Instans Pemerintah wajib melakukan penilaian risko yang

dihadapi baik dari luar maupun dari dalam, yang terdiri dari:

a)

|dentifikasi Resiko.

Identifikas resiko sebagaimana yang dimaksud dilaksanakan

dengan:

1. Menggunakan metodologiyang sesuai untuk tujuan instans
pemerintah dan tujuan pada tingkatan kegiatan secara

komprehensif.
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4)

34

2. Menggunakan mekanisme yang memada untuk mengenali
risko dari faktor eksternal dan faktor internal.Menilai faktor
lain yang dapat meningkatkan risik

b) AndisisRisiko

Andlisis risko dimaksudkan untuk menentukan dampak dari

risko yang telah diidentifikas terhadap pencapaian tujuan

Instans  Pemerintah.Pimpinan instans pemerintah menerapkan

prinsip kehati-hatian dalam menentukan tingkat risiko yang dapat

diterima.
Kegiatan Pengendalian.
Pimpinan Instans pemerintah wajib menyelenggarakan kegiatan
pengendalian sesual dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas
dan fungs Instans pemerintah yang bersangkutan.Kegiatan
pengendain membantu memastikan bahwa arahan pimpinaninstans
pemerintah dilaksanakan.Kegiatan pengendaian harus efektif dan
efisien dalam pencapaian tujuan organisasi.
Informasi dan Komunikasi
Pimpinan instans pemerintah wajib mengidentifikasi, mencatat, dan
mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang
tepat. Komunikas atas informas sebagaimana dimaksud wajib
diselenggarakan secara efektif. Untuk menyelenggarakan organisas
yang efektif pimpinan instans pemerintah harus sekurang-kurangnya:
a) Menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana

komunikas,
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b) Mengelola, mengembangkan dan memperbarui sistem informas
secara terus menerus.

Pemantauan.

Pimpinan instani pemerintah wajib melakukan pemantauan Sistem

Pengendaian Intern. Pemantauan Sistem Pengendaian Intern

dilaksanakan meldui:

a) Pemantauan berkelanjutan
Pemantauan berkelanjutan sebagaimana dilaksanakan mealui
kegiatan pengelolaan rutin, supervise, perbandingan, rekonsilias,
dan tindakan lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas.

b) Evaluas
Evaluas terpisah segabaimana dimaksud diselenggarakan melalui
penilaian sendiri, review dan pengujian efektivitas Sistem
Pengendalian Intern.Evaluas terpisah dapat dilakukan oleh aparat
pengawasan intern  pemerintah atau pihak  eksternd
pemerintah.Evaluas  terpissh  dapat  dilakukan  dengan
menggunakan daftar uji pengendalian intern sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang mrupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

¢) Tindak lanjut rekomendasi.
Tindak lanjut hasil audit dan review lainnya harus segera
diselesaikan dan dilaksanakan sesuai denga mekanisme
penyelesaian rekomendasi has audit dan review lainya yang

ditetapkan.
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4. Pajak Daerah

a. Pengertian Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009, Pajak daerah adalah

kontribus wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang

bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan

imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-

besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Mardiasmo (2011) ada beberapa pengertian tentang pajak daerah,

yaitu:

1)

2)

3)

Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan
masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang
berwewenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri
berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem NKRI.

Pajak Daerah, selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribus wajib
kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang
bersfat memaksa berdasarkan undang-undang, dan tidak
mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan
daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Badan, adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan
kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan
usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer,
perseroan lainnya, BUMN, BUMD dengan nama dan dalam bentuk

apapun, firma, kongs, koperasi, dana pensiun, persekutuan,



4)

5)
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perkumpulan, yayasan, organisas massa, organisias politik, atau
organisas lainnya, lembaga dan bentuk lain yang termasuk kontrak i
nvestas kolektif dan bentuk usaha tetap.

Subjek Pajak, adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan
pajak.

Wajib Pagjak, adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayar
pajak, pemotong pajak, dan pemungut paak, yang mempunyai hak
dan kewajiban perpagjakan sesuai dengan ketentuan peraturandan

perundang-undangan perpajakan daerah.

b. Sistem pemungutan Pajak Daerah

Menurut Azhari Aziz Samudra (2015, hal 73) “Beberapa system

pemungutan pajak daerah yang berlaku saat ini antara lain dengan sistem setor

tunal, sistem pembayaran dimuka, sistem penagihan, sistem benda berharga, dan

sistem kartu”

1)

2)

Pemungutan dengan Sistem Surat Ketetapan (SKP)

Dengan sistem ini setiap wajib wajak ditetapkan untuk menentukan
saat seseorang atau badan mulai terutang pajak dan berkewagjiban
membayar pajak yang terutang untuk masa pajak tertentu, disamping
berkewgjiban untuk mengis Surat Pemberitahuan (SPT) dan
ditetapkan secara benar menurut Undang-Undang.

Pemungutan dengan Sistem Setor Tunai.

Sistem setor tunai dikenal dengan istilah Contante Storting (CS).
Sistem ini sama dengan berlaku pada paak pusat, yaitu self

assessment system di mana wajib pajak diberi kepercayaan untuk
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4)

5)

6)

38

menghitung, menetapkan, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak
yang terutang ke kas Negara atau kas daerah bagi pajak daerah.
Pemungutan dengan Sistem Pembayaran Dimuka

Sistem pembayaran dimuka dapat dibedakan menjadi dua system
yaitu Pembayaran Dimuka (PDm) sebagal ketetapan definitif
danPembayaran Dimuka (PDm) sebagai pungutan
pendahuluan.Pembayaran dimuka sebagai ketetapan definitif
mempunyai arti dalam sistem ini pada akhir tahun tidak diperlukan
lagi penetapan secara definitive.

Pemungutan dengan Sistem Pengaitan.

Sistem pengaitan adalah pungutan pajak daerah dikaitkan pada suatu
pelaksanaan atau kepentingan wajib pgjak.ada dua model dalam
sistem ini, yaitu pertama, sistem pengaitan murni di mana pungutan
pajak murni mengaitada pelayanan, dalam pelaksanaannya dilakukan
secara terpadu dengan jenis pungutan yang ditumpangi.Kedua,
pengaitan pada beberapa jenis pungutan yang dilaksanakan secara
bersama-sama dalam satu atap (one roof opration).

Pemungutan dengan Sistem Benda Berharga

Sistem pemungutan ini umumnya digunakan untuk memungut
retribus daerah, seperti retribus parker.Y ang dimaksud dengan benda
berharga adalah alat atau sarana pembayaran yang digunakan untuk
memenuhi kewajiban, yang sekaligus merupakan tanda pembayaran.

Pemungutan dengan Sistem Kartu
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Sistem pemungutan ini memiliki aat yang digunakan sebagal alat

pembayaran, yang dalam pelaksanaannya ada kartu sebagai tanda

terima dan kartu sebagai tempat membayar

c. Jenisdan Tarif Pajak Daerah

Jenis dan tarif pgak daerah yang dapat dipungut oleh pemerintah daerah

diatur dalam Undang- Undang Nomo 34 Tahun2000, menurut Mardiasmo (2013)

yaitu sebagal berikut:

1) Jenisdan Tarif Pgak Provins adalah sebagai berikut:

2)

b)

0)

d)

Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air 5%

Bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air
10%

Pajak bahan bakar kendaraan bermotor 5%

Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air per

ukaan 20%

Jenisdan Tarif Pgak Kabupaten atau Kota adalahsebagai berikut:

b)
0)
d)
€)
f)
9)
h)

Pajak hotel 10%

Pajak restoran 10%

Pajak hiburan 35%

Pajak reklame 25%

Pajak penerangan jalan 10%

Pajak pengambilan bahan galian golongan C 20%

Pajak parkir 30%
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5. Pajak BPHTB
a. Pengertian Pajak BPHTB

Sesuai dengan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menurut
Mardiasmo (2009, hal 343) menyatakan “Bumi,air, dan kekayaan alam yang
terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-
besarnya kemakmuran rakyat. Tanah sebagai bagian dari bumi yang merupakan
karunia Tuhan Yang Maha Esa, disamping memenuhi kebutuhan dasar untuk
papan dan lahan usaha, juga merupakan dat investas yang sangat
menguntungkan. Di samping itu, bangunan juga memberi manfaat ekonomi bagi
pemiliknya. Oleh karena itu, bagi mereka hak atas tanah dan bangunan juga
memberi manfaat ekonomi yang diperolehnya kepada negara melalui pembayaran
pajak, yang dalam hal ini adalah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Menurut Undang-undang Nomor 28 pasal 85 Tahun 2009 “Pajak BPHTB
adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan,
yang selanjutnya disebut pgjak.”

Menurut Siahaan (2010) Pajak BPHTB adalah peristiwa hukum yang
mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan atau bangunan oleh orang pribadi
atau badan.”

b. Dasar Hukum
Dasar hukumpemungutan BPHTB pada suatu kabupaten/kota yaitu:
1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan
Retribusi Daerah

2) Peraturan daerah kabupaten/kota yang mengatur BPHTB
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3) Keputusan Bupati/walikota yang mengatur tentang BPHTB sebagai

aturan pelaksanaan peraturan daerah tantang BPHTB pada

kabupaten/kota

c. Objek pajak

Objek Pgjak BPHTB adalah perolehan hak atas tanah dan atau bangunan

yaitu: Perolehan hak atas tanah dan atau bangunan adalah orang pribadi atau

badan yang memperol eh hak atas tanah dan atau bangunan yaitu:

1) Perolehan hak atas tanah atau bangunan akibat pemudahan hak,

karena hal-hal di bawahini.

a)
b)

<)

d)

f)

Jual beli

Tukar menukar

Hibah yaitu penetapan wasiat yang khusus mengenai pemberian
hak atas tanah atau bangunan kepada orang pribadi atau badan
hukum tertentu.

Hibah wasiat yaitu sautu penetapan wasiat yang khusus mengenai
pemberian hak atas tanah dan atau banguana kepada orang pribadi
atau badan hukum tertentu, yang berlaku setelah pemberi hibah
meninggal dunia.

Waris yaitu pengalihan hak yang dilakukan terhadap tanah dan
atau bangunan dalam garis keturunan lurus.

Pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya yaitu
pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan dari orang pribadi

atau kepadabadan hukum lainnya.
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h)

i)

k)
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Pemisahan hak yang mengakibatkan peraihan yaitu pemindahan
sebagian hak bersama atas tanah atau bangunan oleh orang
pribadi atau badan kepada sesama pemegang hak bersama
Penunjukan pembeli dalam lelang yaitu penetapan pemenang
lelang oleh pejabat lelang sebagaimana yang tercantum dalam
risalah lelang.

Pelaksanaan putusan hukumyang mempunya kekuatan hukum
tetap yaitu peralihan hak dari orang pribadi atau badan hukum
sebagal salah satu pihak kepada pihak yang ditentukan dalam
putusan hakim tersebut.

Penggabungan usaha yaitu penggabungan dari dua badan usaha
atau lebih dengan cara mempertahankan berdirinya salah satu
badan usaha dan melikuidasi badan usaha lainnya yang
menggabung.

Peleburan usaha yaitu penggabungan dari dua atau lebih badan
usaha dengan cara mendirikan badan usaha baru dan melikuidasi
badan-badan usaha yang bergabung tersebut.

Pemekaran usaha yaitu pemisahan suatu usaha menjadi dua usaha
atau lebih dengan cara mendirikan badan usah baru dan
mengalihkan sebagian aktiva dan passiva kepada badan usaha
baru tersebut yang dilakukan tanpa likuidas badan usaha yang

lama.
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m) Hadiah yaitu suatu perbuatan hukum berupa penyerahan hak atas
tanah dan bangunan yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan
hukum kepada penerima hadiah.

Perolehan hak atas tanah atau bangunan akibat pemberian hak baru,

karena hal-hal di bawah ini.

a) Kelanjutan pelepasan hak yaitu pemberian hak baru atas tanah
kepada orang pribadi atau badan hukum dari negara atas tanah
yang berasal dari pelepasan hak.

b) Diluar pelepasan hak yaitu pemberian hak baru atas tanah kepada
orang pribadi atau badan hukum dari negara atau dari pemegang

hak milik menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

d. Tidak Termasuk Objek Pajak

Objek pajak yang tidak dikenakan BPHTB adalah objek pajak yang

diperoleh:

1)

2)

3)

4)

Perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal
balik.

Negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan atau pelaksanaaan
pembangunan guna kepentingan umum.

Badan atau perwakilan organisas internasional yang ditetapkan
dengan Keputusan Menteri dengan syarat tidak menjalankan usaha
atau melakukan kegiatan lain di luar fungs dan tugas badan usaha
atau perwakilan suatu organisasi.

Orang pribadi atau badan karena konvers hak atau karena perbuatan

hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama.
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5) Orang pribadi atau badan karena wakaf.
6) Orang pribadi atau badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah.
e. Subjek dan Wajib Pajak BPHTB
Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas
tanah atau bangunan. Subjek pajak yang dikenakan kewajiban membayar BPHTB
menurut perundang-undangan perpajakan yang menjadi Wajib Pajak.
f. Dasar Pengenaan Pajak
Dasar pengenaan BPHTB adalah Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP).
Jika NPOP sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan 9 tidak diketahui
atau lebih rendah dari NJOP yang digunakan dalam pengenaan PBB pada tahun
terjadinya perolehan maka DPP yang dipakai adalah NJOP.
g. Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP)
Selanjutnya didalam pasal 7 UU BPHTB, pemerintah menentukan suatu
batas nilai perolehan tidak kena pajak yang disebut Nilai Perolehan Objek Pajak
Tidak Kena Pgak (NPOPTKP). Ketentuan pasal 7 ini dijabarkan lebih lanjut
dengan Peraturan Pemerintah dan yang terakhir adalah Peraturan Pemerintah
Nomor 113 Tahun 2000 tanggal 1 Desember 2000 yang kemudian ditindaklanjuti
lagi dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 516/KMK.04/2000 tanggal 14
Desember 2000. Keputusan Menteri Keuangan ini kemudian mengalami
perubahan dan yang terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
33/PMK.03/2008 tanggal 22 Februari 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 516/KMK.04/2000 Tentang Tata Cara

Penentuan Besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak BPHTB.
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Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.03/2008 ini beriskan ketentuan

sebagai berikut:

1)

2)

3)

Untuk perolehan hak karena waris , atau hibah wasiat yang diterima
orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam
garis keturunan lurus satu dergjat ke atas atau satu dergat ke bawah
dengan pemberi hibah wasiat, termasuk suami/istri, ditetapkan paling
banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus jutarupiah),

Untuk perolehan hak Rumah Sederhana Sehat (RSH) sebagaimana
diatur daam Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor
03/PERMEN/M/2007 tentang Pengadaan Perumahan dan Permukiman
Dengan Dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan Melalui KPR
bersubsidi, dan Rumah Susun Sederhana sebagaimana diatur dalam
Peraturan  Menteri Negara  Perumahan  Rakyat = Nomor
7/PERMEN/M/2007 tentang Pengadaan Perumahan dan Permukiman
Dengan Dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan Melalui KPR Rumah
Susun Bersubsidi, ditetapkaan sebesar Rp.49.000.000,00 (empat puluh
sembilan juta rupiah),

Untuk perolehan hak baru melalui program pemerintah yang diterima
pelaku usaha kecil atau mikro dalam rangka Program Peningkatan
Sertifikas Tanah untuk Memperkuat Penjaminan Kredit bagi Usaha
Mikro dan Kecil, ditetapkan sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta

rupiah),
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4) Untuk perolehan hak selain perolehan hak sebagaimana dimaksud
pada huruf a, huruf b, dan huruf c, ditetapkan paling banyak
Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)

5) Dalam ha NPOPTKP yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada
huruf d lebih besar daripada NPOPTKP yang ditetapkan sebagaimana
dimaksud pada huruf b, maka NPOPTKP untuk perolehan hak
sebagaimana dimaksud pada huruf b ditetapkan sama dengan
NPOPTK P sebagaimana ditetapkan pada huruf d

6) Dalam hal NPOPTKP yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada
huruf lebih besar daripada NPOPTKP yang ditetapkan sebagaimana
dimaksud pada huruf ¢, maka NPOPTKP untuk perolehan hak
sebagaimana dimaksud pada huruf c ditetapkan sama dengan
NPOPTKP sebagaimana ditetapkan pada huruf d. Besarnya
NPOPTKP ditetapkan secara regional, maksudnya adalah NPOPTKP
tersebut ditetapkan per daerah tingkat Il (Kabupaten/Kota) dengan
mempertimbangkan usulan dari Kepala Daerah yang bersangkutan.

Sedangkan menurut UU No. 28 Tahun 2009 tentang PDRD pasal 85 ayat

(4), (5) dan (6) besarnya NPOPTKP ditetapkan paling rendah sebesar Rp.
60.000.000,00 untuk setiap wajib pajak. Kemudian untuk perolehan hak karena
waris atau hibah wasiat NPOPTKP ditetapkan paling rendah Rp. 300.000.000,00.
NPOPTKP menurut UU PDRD tersebut akan ditetapkan dengan Peraturan

Daerah.
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h. Tarif dan Pembayaran BPHTB

Tarif BPHTB menurut Undang-Undang Nomor 21 tahun 1997 jo. Undang-
Undang Nomor 20 tahun 2000 Pasal 5 adalah sebesar 5% dari Nilai Perolehan
Objek Pgjak Kena Pajak (NPOPKP). Sedangkan menurut UU No. 28 Tahun 2009
tentang PDRD Pasal 88 disebutkan bahwa tarif BPHTB ditetapkan paling tinggi
sebesar 5% dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pajak yang terutang dibayar ke kas negara melalui Kantor Pos dan atau
Bank Badan Usaha Milik Negara atau Bank Badan Usaha Milik Daerah atau
Tempat Pembayaran lain yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan dengan Surat
Setoran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan atau Bangunan (SSB).

Direktorat Jenderal Pgjak (menurut UU No. 20 Tahun 2000) atau Kepala
Daerah (menurut UU No. 28 Tahun 2009) dalam jangka waktu 5 tahun sesudah
terutangnya BPHTB setelah terlebih dahulu melakukan pemeriksaan |apangan
ataupun kantor dan dapat menerbitkan Surat Ketetapan Bea (SKB) atau Surat
Ketetapan Pgjak Daerah (SKPD):

1) Lebih bayar (LB), apabila pgjak yang dibayar ternyata lebih besar
daripadajumlah pajak yang terutang atau dilakukan pembayaran pajak
yang tidak seharusnya terutang,

2) Nihil (N), apabila jumlah pgjak yang dibayar sama dengan jumlah
pajak terutang,

3) Kurang bayar (KB) apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau
keterangan lainnya ternyata jumlah pajak yang terutang tidak atau

kurang bayar.
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4) Kurang bayar tambahan (KBT) apabila ditemukan data baru dan atau
data yang semula belum terungkap (novum) yang menyebabkan
penambahan jumlah pagjak yang terutang kecuali WP melapor sebelum
pemeriksaan.

Terhadap jumlah kekurangan pajak yang terhutang dalam SKBKB tersebut
dikenakan sanks administras sebesar 2% sebulan dihitung dari pajak yang
kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 bulan (sehingga
maksimal 48%) terhitung sejak tanggal terutangnya pajak. Sedangkan terhadap
kekurangan pajak yang terutang dalam SKBKBT dikenakan sanksi administratif
berupa kenaikan sebesar 100% dari jumlah kekurangan pajak tersebut, namun
demikian jika WP melaporkan sendiri sebelum dilakukan pemeriksaan maka
kenaikan tersebut tidak dikenakan. Jangka waktu pelunasan SKB tersebut adalah
1 bulan sgjak tanggal diterbitkannya surat ketetapan.

1) Surat Tagihan BPHTB (STB)
Menurut UU No. 20 Tahun 2000 Direktorat Jenderal Pajak dapat
menerbitkan STB apabila;
a) Pagak yang terutang tidak atau kurang bayar,
b) Dari hasil pemeriksaan kantor surat setoran BPHTB terdapat kekurangan
pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan atau salah hitung,
c) Wajib pgak dikenakan sanks berupa denda dan atau bunga,
d) Sanks administras dikenakan bunga sebesar 2% sebulan untuk jangka
waktu paling lama 24 bulan sgjak terutangnya pajak.
Sanksi administras berupa bunga 2% sebulan untuk jangka waktu paling

lama 24 bulan dapat dikenakan apabila hasil pemeriksaan menyatakan kurang
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bayar, sanks ini dihitung mulai saat terutangnya pajak sampa dengan
diterbitkannya Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
Kurang Bayar (SKBKB)
2) Hak WP untuk Keberatan BPHTB
Dalam jangka waktu 3 bulan sgjak diterimanya SKP yang dapat dibuktikan
dengan cap pos, Wajib pajak dapat mengajukan keberatan terhadap:
a) Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah & Bangunan Kurang
Bayar (SKBKB),
b) Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah & Bangunan Kurang
Bayar Tambahan (SKBKBT),
Cc) Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah & Bangunan Lebih Bayar
(SKBLB),
d) Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah & Bangunan Nihil
(SKBN).

Syarat pengajuan keberatan,

a) Digjukan secaratertulis dalam bahas Indonesia,

b) Mengemukakan jumlah pgak yang terutang menurut perhitungan wajib
pajak dengan disertai alasan yang jelas dengan mengemukakan data atau
bukti bahwa jumlah pajak yang terutang atau pajak lebih bayar yang
ditetapkan oleh fiskus tidak benar,

Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan tidak dianggap sebagai surat
keberatan sehingga tidak dipertimbangkan. DJP harus memberi keputusan atas

keberatan apakah diterima, ditolak atau bahkan menambah besarnya pagjak
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terutang dalam jangka waktu paling lama 12 bulan sgjak tanggal surat ketetapan
diterima.
3) Hak WP untuk Banding BPHTB

Apabila permohonan keberatan ditolak, WP masih dapat mengajukan
upaya Banding ke Pengadilan Pgak dalam jangka waktu 3 bulan sgak
diterimanya SK Keberatan yang dapat dibuktikan dengan cap pos. Pengadilan
Pajak harus memberi keputusan atas banding apakah diterima, ditolak atau bahkan
menambah besarnya pajak terutang dalam jangka waktu paling lama 12 bulan.
Apabila pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau
seluruhnya, maka kelebihan pembayaran pajak akan dikembalikan dengan
ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk jangka
waktupaling lama 24 bulan dihitung sgak tanggal pembayaran yang
menyebabkan kelebihan pembayaran paak sampai dengan diterbitkannya
Keputusan Keberatan atau Putusan Banding tersebut.
4) Hak WP untuk Pengurangan

Selain hak WP untuk mengajukan keberatan terhadap SKP, WP juga dapat
mengaj ukan pengurangan dalam hal:

a) Kondis tertentu wajib pgak yang ada hubungannya dengan wajib pajak,
yaitu:

b) Wajib pgak orang pribadi yang mempunyai hak baru melalui program
pemerintah di bidang pertanahan dan tidak mempunya kemampuan
secara ekonomis,

c) Wajib pgjak badan yang memperoleh hak baru selain hak pengelolaan

dan telah menguasai tanah dan atau bangunan secara fisik lebih dari 20



d)

f)

9)

h)
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tahun yang dibuktikan dengan pernyataan wajib pajak dan keterangan
dari pejabat pemerintah daerah setempat,

Wajib pgjak orang pribadi yang menerima hibah dari orang pribadi yang
mempunyai hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu
dergjat ke atas atau satu dergjat ke bawah,

Wajib pagjak orang pribadi yang memperoleh hak atas tanah dan atau
bangunan RS dan RSS yang diperoleh lansung dari pengembang.

Kondisi wajib pajak yang ada hubungannya dengan sebab-sebab tertentu,
yaitu:

Wajib pgjak yang memperoleh hak atas tanah melalui pembelian dari
hasil ganti rugi pemerintah yang nilai ganti rugi dibawah nilai jual objek
pajak,

Wajib pgak yang memperoleh hak atas tanah sebagai pengganti atas
tanah yang dibebaskan oleh pemerintah untuk kepentingan umum yang
memerlukan persyaratan khusus,

Wajib pajak yang terkena dampak krisis ekonomi dan moneter yang
berdampak luas pada kehidupan perekonomian nasional sehingga wajib
pajak harus melakukan restrukturisasi usaha dan atau utang usaha sesuai
dengan kebijaksanaan pemerintah,

Wajib pgjak bank mandiri yang memperoleh hak atas tanah yang berasal
dari bank bumi daya, bank dagang negara, bank pembangunan Indonesia,

bank ekspor impor dalam rangkaian proses penggabungan usaha,
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k) Wajib pgak penggabungan usaha atau peleburan usaha dengan atau
tanpa terlebih dahulu mengadakan likuidas dan telah memperoleh
persetujuan nilai buku dalam rangka penggabungan usaha dari DJP,

) Wajib pagak yang memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan yang
tidak berfungs lagi seperti semula disebabkan bencana alam atau sebab-
sebab lainnya seperti kebakaran banjir dan tanah longsor paling lama 3
bulan setelah penandatanganan akta,

m) Wajib pgjak orang pribadi veteran, TNI dan pensiunan , janda/dudanya
yang memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan rumah dinas
pemerintah,

n) Tanah atau bangunan digunakan untuk kepentingan sosia dan
pendidikan yang semata-mata tidak untuk mencari keuntungan mislanya
tanah dan atau bangunan yang digunakan antara lain untuk panti asuhan.

Pengurangan akan diproses dalam waktu paling lama 3 bulan (apabila
proses dilakukan di KPP Pratama) dan 6 bulan (apabila proses dilakukan di
Kantor Pusat Dirjen Pagjak) sejak tanggal diterima permohonan pengurangan
BPHTB. Bagi WP yang memenuhi syarat dapat menghitung sendiri besarnya
pengurangan sebelum melakukan pembayaran BPHTB. Contohnya untuk kasus
waris dan hibah wasiat, di mana pembayaran menggunakan SSB setelah dikurangi
dengan pengurangan dilakukan terlebih dahulu baru pengajukan permohonan
pengurangan ke KPP Pratama.

Dalam Surat Setoran Bea diberi tanda “pengurangan dihitung sendiri” dan
jumlah setoran BPHTB setelah pengurangan. Dalam hal ini WP tetap mengajukan

permohonan pengurangan sesual dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Bila
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permohonan pengurangannya ditolak/dikabulkan namun daam pembayaran
BPHTB-nya masih kurang bayar maka terhadap WP tersebut akan dikenakan
sanksi bunga sebesar 2% per bulan dari kekurangan bayar tersebut, maksimum 24
bulan. Terhadap BPHTB kurang bayar (SKBKB) tidak dapat digukan
pengurangan kembali.
5) Pengembalian Kelebihan Pembayaran

Wajib paak dapat menggukan usul permohonan pengembalian atas
kel ebihan pembayaran pajak kepada DJP, antaralain berupa:

a) Pgak yang dibayar lebih besar daripada seharusnya terutang,

b) Pagak yang dterutang yang dibayarkan oleh wajib pgak sebelum akta
ditandatangani, namun perolehan hak atas tanah atau bangunan tersebut
batal.

Berdasarkan kondis di atas maka pengembalian kelebihan pembayaran
dapat diberikan karena:

a) Penggjuan permohonan pengurangan yang dikabulkan baik sebagian
ataupun seluruhnya,

b) Pengauan keberatan atau banding yang dikabulkan baik sebagian atau
seluruhnya, maka jumlah pengembalian akan ditambahkan bunga 2%/bln
maksimal 24 bulan,

c) Pagak yang dibayar lebih besar dari yang seharusnya terutang atau sudah
terlanjur bayar tetapi proses perolehan haknya dibatalkan, maka terlebih
dahulu akan dilakukan dilakukan proses pemeriksaan (Pasal jumlah
pengembalian akan ditambahkan bunga 2%/bln maksima 24 bulan

apabila pengembalian telah lewat 2 bulan,
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d) Perubahan peraturan perundang-undangan.

Pengajuan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak
tersebut digjukan oleh WP ke DirJen Pgjak. Kemudian DirJen Pgjak dalam jangka
waktu paling lama 12 bulan sgjak diterimanya permohonan harus memberikan
keputusan. Terhadap pengembalian pajak tersebut WP dapat melakukan restitusi
atau kompensasi.

6) Kewajiban Ber NPWP dalam prosesBPHTB

Sebagai upaya untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam
kewajiban perpgjakan maka salah satu upaya yang dilakukan oleh DJP adalah
melaui transaks jual beli properti. Untuk itu DJP perlu memonitor setiap
pemenuhan kewagjiban perpgakan WP yang akan dipantau melalui mekanisme
pencantuman NPWP. Dasar hukum proses ini adalah Peraturan Dirjen Pgak
Nomor PER-35/PJ/2008 tanggal 9 September 2008 tentang Kewajiban Pemilikan
NPWP Dalam Rangka Pengalihan Hak Atas Tanah/Bangunan.

Dalam hal ini berarti bahwa baik penjual maupun pembeli wajib memiliki
NPWP kecuali:

a) Bagi pembeli, tidak wajib mencantumkan NPWP jika NJOP atau NPOP di
bawah Rp60.000.000,-
b) Bagi penjual, tidak wajib mencantumkan NPWP jika PPh Final terutangnya
di bawah Rp3.000.000,-.
1) BPHTB adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan
atau bangunan.Prinsip dasar BPHTB adalah Self assessment, yaitu
Wajib Pagjak menghitung dan menyetorkan pajak terutang dan

melaporkannya ke KPP Pratama,
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Subjek BPHTB adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak
atas tanah dan bangunan,

Objek BPHTB adalah perolehan hak atas tanah atau bangunan yaitu
terhadap  peristiwa hukum atau perbuatan hukum  atas
transaksi/peralihan haknya yang meliputi pemindahan hak dan
pemberian hak baru,

Dasar pengenaan BPHTB adalah Nilai Perolehan Objek Pgjak (NPOP),
Batas nilai perolehan tidak kena pajak disebut Nila Perolehan Objek
Pajak Tidak Kena Pgjak (NPOPTKP),

Tarif BPHTB menurut Undang-Undang NomorNomor 20 tahun 2000
adalah sebesar 5% dari Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pgjak Kena
Pajak (NPOPKP). Sedangkan menurut UU No. 28 Tahun 2009 tentang
PDRD di tetapkan paling tinggi sebesar 5% dan ditetapkan dengan

peraturan daerah.

Jenis—=JenisHak atas Tanah

Jenis jenis hak atas tanah adalah sebagai berikut:

1)

2)

Hak milik, yaitu hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat
dipunyai orang pribadi atau badan hukum tertentu yang ditetapkan
oleh pemerintah.

Hak guna usaha yaitu hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai
langsung oleh negara dalam jangka waktu sebagaimana yang

ditentukan oleh perundang-undangan yang berlaku.
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3) Hak guna bangunan, adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai
bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri dengan jangka
waktu yang ditetapkan.

4) Hak paka adalah hak untuk menggunakan dan atau memungut hasil
dari tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah milik orang
lain sesual dengan perjanjian, yang bukan perjanjian sewa menyewa
atau perjanjian pengolahan tanah sepanjang tidak bertentangan dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5) Hak milik atas satuan rumah susun adalah hak milik atas satuan yang
bersifat bagian bersama benda bersama, tanah bersama yang
semuanya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan
satuan yang bersangkutan.

6) Hak pengelolaan yaitu hak menguasai dari negara yang kewenangan
pelaksanaaanya sebagian dilimpahkan kepada pemegang haknya,
antara lain berupa perencanaan peruntukan dan penggunaan tanah,
penggunaan tanah untuk keperluan pelaksanaan tugasnya, penyerahan
bagian dari tanah tersebut kepada pihak ketiga dan atau bekerja sama
dengan pihak ketiga.

j. Perhitungan Pajak BPHTB
Untuk menghitung besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak
(NPOPKP) adalah dengan cara mengurangkan NPOP dengan NPOPTKP. Dengan

demikian untuk menghitung besarnya BPHT B terutang adal ah:

BPHTB Terutang = Tarif x NPOPKP atau 5% x (NPOP-NPOPTKP)
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Tabel2.1
PenelitianTerdahulu
No Nama Judul Kesmpulan
1 Chintia Analisis sistem | Pengendalian internal
lestari pengendalian intern dalam | pgjakbumi  dan bangunan
Siregar meningkatkan penerimaan | pedesaan dan perkotaan pada
(2015) pajak bumi dan bangunan | DISPENDA Kota Medan
pedesaan dan perkotaan | belum bak dikarenakan
(p2) pada DISPENDA | faktor manusia didalamnya.
Kota Medan
2. Priska Andisa sistem | Hasll penelitian
(2015) pengendalian intern | menunjukkan sistem
penerimaan pajak daerah di | pengendalian intern
Kabupaten Halmehera | penerimaan pgak DPPKAD
Utara Kabupaten Halmahera utara
mash  terdapat  ketidak
sesuaian dengan peraturan
pemerintah Rl nomor 60
tahun 2008, karena
mas hditemukan  beberapa
kelemahan yang
berhubungan SDM yang
belum diberlakukan reward
kepada pegawai.

3. Dita(2014) | Evaluas Sistem  dan | Hasll dari penditian ini
prosedur pemungutan pajak | adalah DISPENDA  Kota
hotel dalam upaya | Malang sudah  berjalan
mendukung pengendalian | dengan baik namun mash
intern (DISPENDA | terdapat kekurangan.
Malang) Pengendalian intern

terhadap sistem pemungutan
pajak hotel mash terdapat
ketidaksesuaiandengan
Peraturan Pemerintah No 60
tahun 2018

B. KerangkaBerfikir

Kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagai mana teori

berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah

penting. Pajak BPHTB merupakan salah satu penerimaan pagjak daerah yang ada




58

di BPPRD Kota Medan. Di mana di dalamnya ada target yang telah ditetapkan
dan redlisas yang dicapai. BPPRD Kota Medan perlu melakukan sebuah Sistem
Pengendalian Intern pada Penerimaan pajak daerah. Sistem Pengendalian Intern
ini dimaksudkan untuk mengendalikan pendapatan daerah dari pajak daerah dan
mencegah tindakan- tindakan yang merugikan karena ini merupakan hal yang
sangat penting dalam pengawasan dan pengendalian, pendapatan daerah yang
masuk dan dikeluarkan harus sesuai dengan prosedur dan melalui sistem
pengendalian yang baik. Ada lima unsur pengendalian sesuai dengan SPIP yaitu
lingkungan pengendalian, penentuan resiko, aktivitas pengendalian, informas dan
komunikas dan pengawasan. Adapun unsur-unsur ini akan digunakan untuk
melihat bagaimana sistem pengendalian intern penerimaan pgak daerah pada
BPPRD Kota Medan. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi hal yang tidak
diinginkan.

Berdasarkan judul penelitian yang diambil, maka kerangka berpikir dalam

penelitian ini adalah sebagal berikui.
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Gambar 2.1 Kerangka Berfikir




BAB I11

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Menurut Sugiyono (2012) “Pendekatan Deskriptif adalah penelitian yang
dilakukan untuk mengetahui variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih
(independen) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel
yang lain.

Berdasarkan teori di atas, maka penelitian ini merupakan pendekatan
penelitian deskriptif yaitu metode penelitian yang digunakan untuk meneliti fakta
yang ada secara sistematis berdasarkan objek penelitian, fakta yang untuk
dikumpulkan dan diolah menjadi data, kemudian dijelaskan berdasarkan teori

sehingga pada akhirnya menghasilkan suatu kesimpulan.

B. Defenis Operasional
Defenisi operasional merupakan acuan dari landasan teoritis yang
digunakan untuk melakukan penelitian di mana antara variabel yang satu dengan
yang lainnya dapat dihubungkan sehingga penelitian dapat disesuaikan dengan
kata yang diinginkan. Adapun yang menjadi definis operasiona nya adalah:
1) Sistem Pengendalian Intern merupakan suatu usaha yang dilakukan perusahaan
dalam mengarahkan jalan adanya usaha agar tetap bergerak sesual dengan
tujuan dan program dari perusahaan dengan berorientas kedalam perusahaan

itu sendiri
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2) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) adalah pajak
yang dikenakan atas perolehan hak atas dan bangunan yang harus dibayar
kepada pemerintah oleh Wajib Pgjak

Tabel 3.1 Kis —Kis Wawancar a

No Variabel Dimens
. : atarget dan realisas
1 Peneréglie_ll_nBank b.prosedur pelaksanaan
pemungutan pajak reklame
a.Lingkungan Pengendalian
. . b.Penafsiran Resiko
2 Sistem Pengendalian c.Aktivitas Pengendalian

Intern d.Informas Dan Komunikasi

e.Pemantauan

C. TempatdanWaktuPenelitian
1. TempatPenelitian
Dalam rangka mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menyelesaikan
penelitian ini, maka yang menjadi lokasi penelitian adalah Badan Pengelola Pajak
Dan Retribus Daerah Kota Medan yang berlokas di J. Jenderal Abdul
HarisNasution No. 32 Medan.
2. WaktuPenelitian
Adapunwaktupenelitiandimulaidaribulan Desember

2018sampaidenganMaret2018.
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Tabel 3.2
Rencana Waktu Pendlitian

Z
o

2018-2019

Kegiatan Desember | Januari | Februari | Maret April

112341234 1|2

Pengaj uan judul

Pengumpulan data

Penulisan Proposal

Bimbingan Proposal

Seminar Proposal

Penyusunan Skrips

Bimbingan Skripsi

O NS AWN -

Sidang MejaHijau

D. Sumber dan Jenis Data
1. Sumber Data

Dalam menyelesaikan penelitian ini, penulis menggunakan dua sumber

data, yaitu:

a. Data Primer, adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber
utama. Data primer ini dikumpulkan dari hasil wawancara berupa
pertanyaan yang diberikan kepada pimpinan atau pegawai yang
bertanggungjawab dibidang pajak BPHTB Kota Medan.

b. Data Sekunder, adalah data yang diperoleh dari sumber yang sudah ada
dan telah menjadi dokumentasi di perusahaan, yaitu berupa data yang
berupatarget dan realisasi penerimaan pajak BPHTB dan Pgjak Daerah
Kota Medan tahun 2014 sampai dengan 2018.

2. JenisData
Dalam menyelesaikan penelitian ini, penulis menggunakan jenis data,

yaitu:
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a. Data Kuantitatif, adalah data yang berbentuk bilangan. Data yang
berupa target dan realisasi penerimaan pgak BPHTB dan pajak daerah
Kota Medan tahun 2014 sampai dengan tahun 2018.

b. Data Kualitatif, adalah data yang tidak berbentuk bilangan. Data yang
berupa wawancara tentang sistem pengendalian intern pajak BPHTB
dan pgjak Daerah Kota Medan dengan Staf Dinas Pendapatan Daerah

Kota Medan.

E. Teknik Pengumpulan Data
Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini
antaralain:

1. Teknik Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data melalui pengumpulan
bahan-bahan tertulis berupa buku-buku. Data-data yang tersedia dan
laporan-laporan yang relevan dengan objek penelitian untuk mendukung
data yang sudah ada. Dokumentasi dalam penelitian ini berupa data realisasi
penerimaan daerah Kota Medan.

2. Teknik Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan
tanya jawab secara langsung ke Badan Pengelola Pajak dan Retribus

Daerah Kota Medan yang berhubungan dengan pajak BPHTB.

F. Teknik AnalissData
Adapun metode andisis data yang digunakan dalam menganalisis data
yang dikumpulkan adalah dengan menggunakan analisis deskriptif yaitu suatu

metode analisis yang dilakukan dengan mengumpulkan data, mengambil
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kesimpulan.Analisis Deskriptif lebih banyak bersifat uraian dari hasil wawancara
dan studi dokumentasi. Adapun tahap dari metode analisis deskriptif yakni:
1. Menganadlisis data target dan realisas pgak BPHTB yang dicapa oleh
BPPRD Kota Medan
2. Mengandlisis Sistem Pengendalian Intern dengan menggunakan unsur-
unsur sistem pengendalian intern yaitu:
a. Lingkungan Pengendalian
b. Penilaian Resiko
c. Kegiatan Pengendalian
d. Informasi dan Komunikasi
e. Pemantauan Pengendalian Intern
3.  Mengintespresentasikan data Penelitian

4. Menarik kessimpulan dari hasil anaisis yang dilakukan.



65

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasdl Penelitian
1. Deskrips Objek Penelitian

Dinas Pendapatan Kota Medan dahulu hanya satu unit kerja yang kecil
yaitu, Sub- Bagian Penerimaan pada bagian keuangan dengan tugas pokoknya
mengel ola bidang penerimaan/pendapatan daerah. Mengingat pada saat itu potensi
pajak maupun retribus daerah di Kota Medan belum begitu banyak, maka dalam
sub-bagian penerimaan tidak terdapat seks atau urusan.

Dengan peningkatan perkembangan pembangunan dan lgu pertumbuhan
penduduk serta potens paak/retribus daerah Kota Medan, maka melaui
Peraturan Daerah Kota Medan, Sub bagian tersebut di atas ditingkatkan menjadi
bagian dengan nama bagian 1X yang tugas pokoknya mengelola penerimaan dan
pendapatan daerah. Bagian IX tersebut terdiri dari beberapa seks dengan pola
pendekatan secara pungutan daerah.

Pada tahun 1978 berdasarkan instrukss Menteri Dalam Negeri Nomor:
KUPD-7, tahun 1978, tentang penyeragaman Struktur Organisasi Dinas
Pendapatan Daerah Propins dan Kabupaten/Kotamadya di seluruh Indonesia,
maka pemerintah Kota Medan menetapkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun
1978 tentang Struktur Organisas Dinas pendapatan Daerah Kotamadya Medan
sebagaimana dimaksudkan dalam instruks Mendagri dimaksud. Struktur

Organisasi Dinas Pendapatan Daerah yangbaru ini dipimpin oleh seorang Kepala



66

Dinas yang terdiri dari 1 (satu). Bagian Tata Usaha, dengan tiga (3) urusan dan 4
(empat) seksi dengan masing-masing seksi terdiri dari 3 (tiga) subseksi.

Seiring dengan meningkatnya pembangunan dan pertumbuhan wajib
pajak/retribus daerah, struktur Organisasi Dinas Pendapatan selama ini dibentuk
dengan membagi pekerjaan berdasarkan sektor jenis pungutan maka pola tersebut
perlu dirubah secara fungsional. Dengan Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor
061/1861/PUOD , tanggal 2 Mei 1988 tentang organisasi dan Tata Kerja Dinas
Pendapatan Daerah Kotamadya Medan menjadi Peraturan Daerah Kota Medan
Nomor 16 Tahun 1990 tentang susunan Organisas dan Tata Kerja Dinas
Pendapatan Kotamadya Daerah TK.lI Medan.

Dalam perkembangan selanjutnya dengan keputusan Menteri dalam
Negeri dan Otonomi Daerah nomor 50 Tahun 2000, tentang pedoman susunan
organisas dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota, maka Pemerintah
Kota Medan membentuk organisas dan Tata Kerja dinas-dinas daerah
dilingkungan Pemerintah Kota Medan sebagaimana diatur dan ditetapkan dalam
Peraturan daerah Kota Medan Nomor 4 tahun 2001, sehingga peraturan daerah
Kotamadya Daerah TK 1l Medan Nomor 16 tahun 1990 dinyatakan tidak berlaku
dan diganti dengan SK. Walikota Medan Nomor 25 tahun 2002 tentang Susunan
Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan. Sebaga unsur pelaksana
Pemerintah Kota Medan dalam bidang pungutan pajak, retribus daerah
pendapatan daerah lainnya. Dinas Pendapatan Daerah dipimpin olehseorang
Kepala Dinas yang berada dan bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui

sekretaris daerah terdiri dari 1 (satu). Bagian Tata Usaha dengan 4 (empat) sub
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bagian dan 5 (lima) Sub Dinas dengan masing-masing 4 (empat) seks serta
kelompok jabatan fungsional.

Badan Pengelola Pgjak dan Retribus Daerah Kota Medan adalah
organisas yang berada dibawah pemerintah Provins Kota Medan yang memiliki
tanggung jawab dalam pendapatan daerah melalui pengkoordinasian dan
pemungutan pagak, retribusi, bagi hasil pgak dan perimbangan dan lain
sebagainya. Badan Pengelola Pgjak dan Retribus Daerah Kota Medan ini
bertempat dijalan Jenderal Besar H. Abdul Haris Nasution No. 32 Medan. Dinas
Pendapatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan rumah tangga
daerah dalam bidang pendaptan daerah dan melaksanakan tugas pembantuan
sesuai dengan bidangnya. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut di atas
Badan Pengelola Pgjak dan Retribusi Daerah mempunyai fungsi:

a. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis dibidang pendapatan daerah.

b. Melakukan pembukuan dan pelaporan atas pekerjaan penagihan.

c. Pgjak daerah, retribus daerah, dan penerimaan adi daerah lainnya, serta
penagihan pajak bumi dan bangunan.

d. Melaksanakan koordinasi dibidang pendapatan daerah dengan unit dan instans
terkait dalam rangka penetapan besarnya pajak dan retribusi.

e. Melakukan penyuluhan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah
lainnya serta PBB.

f. Melaksanakan seluruh kewenangan yang ada sesuai dengan bidang tugasnya.

0. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepal a daerah.
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2. Target dan Realisas Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

(BPHTB) Kota Medan Tahun 2014-2018

Badan Pengelola Pgjak dan Retribus Daerah kota Medan melakukan
pemungutan beberapa jenis pajak daerah berdasarkan ketentuan Undang-Undang
Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribus daerah. Salah satu jenis
pajak pusat yang dialihkan sgak tanggal 1 Januari 2011 menjadi pajak daerah
adalah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) merupakan salah
satu sumber pendapatan pajak daerah yang memiliki potensi sangat besar.
Kemampuaan pemerintah dalam mengutip pgak BPHTB akan menentukan
jumlah penerimaan pajak daerah Kota Medan, hal ini sangat membantu
pemerintah kota medan dalam memberikan pelayanan dan perkembangan kota
Medan

Berikut ini adalah tabel yang menygjikan target dan redlisas Bea
Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan tahun 2014 sampai dengan 2018.

Tabel 4.1

Target dan Realisas Pajak BPHTBK ota M edan
Tahun 2014-2018

Target Penerimaan Realisasi Penerimaan Pajak
Tahun | ook BPHTB BPHTB %
2014 | 330.974.000.000,00 228.392.967.245,00 69,01%
2015 | 335.974.000.000,00 201.806.504.023,00 60,07%
2016 | 336.974.000.000,00 212.428.428.607,00 63,04%
2017 | 336.974.000.000,00 401.578.896.014,00 119,17%
2018 | 339.974.000.000,00 275.741.255.103,00 81,11%

Sumber: Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah
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Rumus = Realisas Penerimaan BPHTB x 100%
Target Penerimaan BPHTB

Besarnya persentase realisas Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan
Bangunan terhadap target yang telah ditetapkan dapat diketahui dengan cara
sebagai berikut:

a. Untuk tahun 2014 realisas terhadap target Pgjak Bea Perolehan Hak Atas

Tanah dan Bangunan sebesar:

228.392.967.245,00
330.974.000.000,00

X 100% =69,01%

b. Untuk tahun 2015 redisas terhadap target pajak Bea Perolehan Hak Atas

Tanah dan Bangunan sebesar:

201.806.504.023,00
335.974.000.000,00

X 100% =60,07%

c. Untuk tahun 2016 realisasi terhadap target pgjak Bea Perolehan Hak Atas

Tanah dan Bangunan sebesar:

212.428.428.607,00
336.974.000.000,00

X 100% = 63,04%

d. Untuk tahun 2017 realisas terhadap target pajak Bea Perolehan Hak Atas

Tanah dan Bangunan sebesar:

401.578.896.014,00
336.974.000.000,00

X 100% =119,17%

e. Untuk tahun 2018 realisasi terhadap target pgjak Bea Perolehan Hak Atas

Tanah dan Bangunan sebesar:

275.741.255.103,00
339.974.000.000,00

X 100% =81,11%
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Dari data di atas, dapat dilihat bahwa realisass BPHTB selama 5 tahun dari
tahun 2014-2016 realisas penerimaan BPHTB tidak mencapai target yang telah
ditentukan sedangkan pada tahun 2017 realisas penerimaan BPHTB sudah
mencapal target yang telah ditetapkan. Sedangkan Pada tahun 2018 mengalami
penurunan kembali yang tidak mencapai target yang telah ditentukan. Pada tahun
2014 target BPHTB sebesar 330.974.000.000,00dan
tereaisasi228.392.967.245,00 sebesar dengan persentase 60,01%, dengan kata
lain target yang telah ditetapkan tidak tercapai. Pada tahun 2015 target BPHTB
sebesar 335.974.000.000,00 dan terealisas sebesar 201.806.504.023,00dengan
persentase60.07% dengan kata lain target yang telah ditetapkan tidak tercapai.
Pada tahun 2016 target BPHTB sebesar336.974.000.000,00 dan terealisas
sebesar212.428.428.607,00 dengan persentase 63,04%dengan kata lain target
yang telah ditetapkan tidak tercapai. Pada tahun 2017 target BPHTB
sebesar336.974.000.000,00dan  terealisas  sebesar401.578.896.014,00dengan
persentase 119,17% dengan kata lain target yang telah ditetapkan tercapai. Namun
Pada Tahun 2018 target BPHTB sebesar339.974.000.000,00dan terealisas
sebesar275.741.255.103,00dengan  persentase 81,11% dengan kata lain target
yang telah ditetapkan tidak tercapai. Dan pada tahun 2017 mengalami pencapaian
target, karena diadakan sosialisas pemerintahkepada masyarakat sehingga
kesadaran wajib pajak mulai meningkat namun masih belum tercapai sesuai target
lagi Pada Tahun 2018 yang telah ditentukan oleh Badan Pengelola Pgak dan
Retribusi Daerah Kota Medan. Hal ini disebabkan terjadi penyimpangan yang
dilakukan wajib pajak dan PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) didalam

melampirkan atau mencatumkan nilai transaks yang sebenarnya didalam akta jual



71

beli. Dan jual beli yang dilakukan oleh masyarakat cenderung rumah tempat
tinggal, sehingga pembayaran BPHTB sangat minim. Permasalahan ini akan
mempengaruhi besarnya Pendapatan Adli Daerah (PAD) Kota Medan.

Hal ini terjadi karena adanya sistem pengendalian intern BPHTB yang
ada di Badan Pengelola Pgjak dan Retribusi Daerah Kota Medan belum berjalan
dengan balk berdasarkan unsur-unsur Sistem Pengendalian intern Pemerintah
Nomor 60 Tahun 2008.

Hal ini menunjukan bahwa Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
Kota Medan kurang efektif dalam  meredisaskan  penerimaan
BPHTB.Permasalahan ini akan mempengaruhi besarnya Pendapatan Adli Daerah
Kota Medan. Karena Sistem Pengendalian Intern belum diterapkan sesuai unsur-

unsur pengendalian Pemerintah No. 60 Tahun 2008.

3. Sistem Pengendalian Intern Bea Perolehan Hak atas Tanah dan
Bangunan
Sistem Pengendalian Intern merupakan proses yang integral pada tindakan
dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh
pegawa untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan
organisasi
Dimana menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 60 tahun
2008 dimana unsur — unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah sebagai

berikut:
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a. Lingkungan Pengendalian

Pimpinan instans Pemerintah wajib menciptakan dan memelihara

lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif

untuk penerapan sistem pengendalian intern dalam lingkungan kerjanya

melaui:

1)

2)

Penegakan Integritas dan nilai etika

Integritas dari nilai-nilai etika yang diterapkan pada BPPRD Kota
Medan telah berjalan dengan baik. Hal ini didukung dengan adanya
standar operasional perusahaan (SOP) yang telah dibuat pada
perusahaan. Selain itu ada visi, misi, dan tujuan BPPRD Kota Medan
tersebut sehingga kepala dinas, kepala bidang serta pegawai berusaha
menciptakan lingkungan kerja yang nyaman dan bekerja sama daam
mencapal tujuan organisas. Nilal etika pegawal yang diterapkan di
BPPRD kota Medan salah satunya adalah kedisiplinan yaitu pegawai
diharapkan datang tepat waktu dan pulang sesuai dengan waktu yang
sudah ditentukan.

Komitmen terhadap kompetens

Komitmen terhadap kompetens di BPPRD sudah balk, vyaitu
Mengidentifikas dan menetapkan kegiatan dalam menyelesaikan
tugas dan fungs masing-masing posisi, menyusun standar kompetensi
untuk menyelesakan tugas dan fungs yang dibutuhkan,
menyelenggarakan pelatihan dan bimbingan untukmeningkatkan

kompetens pekerjaanya.
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4)

5)

6)
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Kepemimpinan yang kondusif

Adapun Kepala Dinas memeberikan intruks mengenai pel aksanaan
pekerjaan, selain itu kepala dinas dalam berprilakumemberikan contoh
kepada seluruh bawahannya yaitu mulaiinteraks secara intensif
sehingga komunikas antar pegawai akantetap terjaga.

Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan
Struktur organisas di Badan Pengelola Pajak dan Retribus Daerah
Kota Medan berpedoman pada Peraturan Daerah seperti yang diatur
dalam Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2009 Tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota
Medan.

Pendel egas an wewenang dan tanggungjawab yang tepat

Badan Pengelola Pgjak dan Retribusi Daerah kota Medan dalam
melakukan pembagian tugas selalu memberikan tugas kepada pegawai
yang sesuai dengan bidangnya untuk melaksanakan tugasnya sehingga
tugas dan wewenang serta tanggung jawab masing-masing bagian
dapat terlihat dengan jelas.

Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan
sumber daya manusia.

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah kota Medan memberikan
pelatihan khusus bagi pegawai seperti diklat dibidang Pendapatan

Daerah sesuai regulas dan pusat.
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Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif.
Pengawasan pada Badan Pengelola Pgjak dan Retribus Derah kota
Medan sudah efektif karena pengawasannya dilaksanakan oleh atasan
langsung.

Hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait.

Badan Pengelola Pgjak dan Retribus Daerah melakukanhubungan
kerjasama dengan seluruh pihak Satuan Kerja Perangkat Daerah
(SKPD) terkait dengan pengelolaan pajak daerah pada Badan

Pengelola Pgjak dan Retribusi Daerah.

b. Penilaian Resiko

Pimpinan instans Pemerintah wajib melakukan penilaian resiko yang

dihadapi baik dari luar ataupun dari dalam, yang terdiri dari:

1)

2)

Identifikasi Resiko

Badan Pengelola Pajak dan Retribus Derah Kota Medan melakukan
identifikas resko kurang efektif sehingga perencanaan yang
dilakukan mengakibatkan penetapan target belum tercapai.

Analisis Resiko

Analisis resiko yang dimaksudkan adalah untuk menentukan dampak
dari resko yang telah diidentifikas terhadap pencapaian tujuan
instans pemerintah.

“Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif

apabilarasio yang dicapai 1 atau 100%" (Halim, 2003, hal 234).
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c. Kegiatan Pengendalian
Kegiatan pengendalian merupakan inti dari sistem pengendalian intern.
Kegiatan pengendalian dapat membantu memastikan bahwa tindakan yang
diperlukan telah diambil dalam menghadapi resiko sehubungan dengan
pencapai an sebuah tujuan perusahaan.
“Bahwa dalam aur data (flowchart) adalah suatu mode yang
menggambarkan aliran data proses untuk mengolah data dalam suatu
sistem flowchart juga harus terlihat jelas dokumen apa sgja yang akan di
perlukan dalam setiap fungsi, berapa rangkap dokumen yang dibutukan
dan kebagian fungsi manakah dokumen harus diberikan untuk melakukan
otoritas dan dokumentasi” (Mulyadi, 2010, hal 57
d. Informas dan Komunikasi
Pimpinan instans Pemerintah wajib mengidentifikasi, mencatat,
danmengkomunikaskan informasi dalam bentuk dan waktu yang
tepat.Komunikas atas informasi sebagaimana dimaksud wajib
diselenggarakan secara efektif.
1) Menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana
komunikas
Penyedia alat dan komunikas yang disediakan oleh pusat untuk
memudahkan kinerja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Derah kota
Medan sudah baik.
2) Mengelola, mengembangkan dan memperbahurui sistem informas

secara terus-menerus
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Badan Pengelola Pgjak dan Retribus Derah kota Medan dalam
melakukan pengembangan sistem informas sudah baik digunakan
untuk mempermudah informasi, seperti penggunaan aat untuk
penggunaan sistem informas untuk menunjang Kkinerja yang
berhubungan dengan pendapatan daerah.
Menurut Yuwono (2008), “pengendalian dapat dilakukan dengan
sistem akuntansi dengan menerapkan sistem informasi akuntansi dan
berbagai bentuk aplikas komputer dengan karakteristik double entry
yang bertujuan untuk mendapatkan informasi yang lebih readlible.
Sehingga, dalam mengahadapi resiko yang mungkin muncul dapat
dipecahkan dengan informas yang berkualitas dan terkomunikasijan
dengan baik untuk dapat dilakukan pengambilan keputusan yang
tepat”.
e. Pemantauan

Pimpinan Instanss Pemerintah selama ini wajib melakukan pemantauan

sstem pengendalian intern. Pemantauan sistem pengendalian intern

dilaksankan melal ui:

1) Pemantauan berkelanjutan
Pemantauan yang terjadi di BPPRD kota medan mash
belummaksmal. Hal ini dapat dilihat dari ketidak tercapainya
tergetrealisas  BPHTB, dikarenakan terjadi penyimpangan yang
dilakukanwagjib pajak dan PPAT (pegabat akta pembuat tanah)

dalammencantumkan nilai transaks yang sebenarnya didalam akta
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jual beli, jua beli yang dilakukan oleh masyarakat cenderung rumah
tempat tinggal, sehingga pembayaran BPHTB sangat minim.

2) Evaluas
Evaluas dilakukan oleh audit eksternal yaitu Badan Pemeriksa
Keuangan (BPK) selaku pihak yang berkewajiban melakukan
pengawasan dan pemeriksaan untuk memantau perkembanganBadan
Pengelola Pgjak dan Retribusi Dearah Kota Medan serta memastikan
pelaksanaan aktivitas setigp bangunan terutama penerimaan paak
yang dilaksanakan sesua dengan sistem dan prosedur yang berlaku.

3) Tindak lanjut rekomendasi
Tindak lanjut hasil audit dan review lainnya harus segera diselesaikan
dan dilaksanakan sesuai dengan mekanisme penyel esaian rekomendasi

hasi| audit yang telah ditetapkan.

B. Pembahasan
1. Sistem Pengendalian intern pada Badan Pengelola Pajak danRetribusi

Daerah Kota Medan

Dalam menganalisis sistem pengendalian intern penerimaan Bea Perolahan
Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di Badan Pengelola Pgjak dan Retribusi
Daerah Kota Medan dilakukan dengan membandingkan
Target/RealisasiPenerimaan Bea Perolenan Hak atas Tanah dan Bangunan
(BPHTB) pada tahunyang sama Kemudian dilakukan evaluas terhadap

penyimpangan yang terjadi untuk mengetahui apa yang menjadi penyebabnya.
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Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan mengalami
penurunandisebabkan sistem pengendalian internalnya. Dengan melakukan sistem
pengendalianyang efektif maka hal ini akan berdampak pada jumiah BPHTB atau
akan berdampak padatarget dan realisas yang akan diterima. Apabila sistem
pengendalian internyalemah maka penerimaannya akan menurun.

Sistem Pengendalian Intern merupakan suatu proses yang integral
padatindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan
danselurun pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadal atas
pencapaiantujuan organisas. Di mana sistem pengendalian intern pemerintah
diatur dalamPeraturan Pemerintah Indonesia No. 60 Tahun 2008 tentang sistem
pengendalianintern pemerintah. Untuk dapat menghasilkan realisas anggaran
yang relevan,handal dan dapat dipercaya pemerintah daerah harus memiliki sistem
intern yang handal. Sistem yang lemah menyebabkan pengendalian intern lemah
dan padaakhirnya realisas anggaran yang dihasilkan juga kurang handal dan
kurangrelevan untuk pembuatan keputusan.

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan pada Badan Pengelola
Pagjak dan Retribus Daerah Kota Medan bahwa sistem pengendalian
internpenerimaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan belum sesuai
dengan sistem pengendalian intern pemerintah menurut Peraturan Pemerintah
Nomor 60 Tahun 2008.

Sistem pengendalian intern merupakan proses yang integral pada tindakan
dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh
pegawa untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan

organisasi.
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Berikut adalah prosedur dan arus data (flowchart) pemungutan BPHTB :

1) Prosedur Pengurusan Akte Pemindahan Hak atas Tanah dan Bangunan

meliputi :

a

b.

WP datang ke PPAT

WP menyerahkan dokumen ke PPAT (surat perjanjian, dokumen jual beli,
surat hibah, surat wasiat)

PPAT menerima dokumen

PPAT memeriksa kelengkapan dokumen

PPAT mendatangi Kantor Bidang Pertahanan

PPAT memeinta dokumen mengenai data dari dokumen tersebut

PPAT memeriksa kesamaan data

Jika diterimaljika sama

. PPAT menyusun draff akte pemindahan hak atas tanah dan atau bangunan

. PPAT mendaftarkan/menyerahkan draff akte pemindahan kepada BPPRD

BPPRD menerima draff akte pemindahan

. BPPRD memeriksa kelengkapan dokumen

.BPPRD mengeluarkan formulir SSPD BPHTB

BPPRD menyerahkan formulir SSPD BPHTB kepada PPAT
PPAT menerima SSPD BPHTB

PPAT menghitung BPHTB terutang

PPAT mengisi SSPD BPHTB

PPAT dan WP menandatangani SSPD BPHTB

Selesai
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WP PPAT
( Mulai )
v
Membawa Menerima
dokumen dokumen
yang i
diperlukan dari WP
A\ 4 y y A\ 4

Surat Dokumen Surat Surat Dokumen Surat
perjanjian jual beli wasiat perjanjian jual bel wasiat

Dibawa
kekantor
BPPRD

P
<«

Memeriksa
kelengkapan
dokumen

Proses
verifikasi

Membawadoku
men ke kantor
bidang
pertahanan

Dikembalikn
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BPPRD
Di Kantor Bidang Pertahanan

BPPRD

sesuai

Menyamakan
data yang
dimiliki bidang
pertahanan

Tidak selesai
sesuai

Menyusun draf
akte pemindahan
hak atas tanah dan
bangunan

A 4

Draf akte peminndahan
hak atas tanah dan
bangunan

Menerima draf
pemindahan
hak atas tanah
dan bangunan

A 4

draf akte
pemindahan hak
atas tanah dan
bangunan

Memeriksa
kelengkapan

Tidak selesai
lengkap

Lengkap

Mengeluarkan
formulir sspd
BPHTB

SSPD
BPHTB

Diserahkanan
ke PPAT

2]




PPAT

Menerima
sspd bphtb
A 4
SSPD
BPHTB

Menghitung
BPHTB
terutang

A 4

Mengisi
form
sspdbphtb

Menandatangani
SSPD BPHTB
berdasarkan

dengan WP

A\ 4

( Selesai )

Gambar 4.1
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flowchart Prosedur Pengurusan Akte Pemindahan Hak atas Tanah

dan Bangunan



2) Prosedur Pembayaran BPHTB

a. WP mengis SSPD BPHTB

b.

C.

WP menyerahkan SSPD BPHTB

WP mendatangi bank/bendahara
Bank/bendahara menerima SSPD dan uang
Bank/bendahara memeriksa kelengkapan formulir
Jikatelah lengkap dan sesuai

Bank/bendahara menandatangani SSPD BPHTB

Lembar 5 dan 6 disisipkan sebagal arsip

. Lembar 1-4 dikembalikan ke WP

. Selesai
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‘ mulai ’

A 4

Mengisi
SSPD BPHTB

SSPD Surat
Setoran Pajak
Daerah

Diserahkan
kepada bank
atau
bendahara

Rp

v

Menerima
SSPD Dan
Uang

SSPD Surat
Setoran
Pajak

Daerah

."llllliii‘i‘iiiiillllI"

Se1uai

Dikembalik

Tidak
an ke wp

sesuai

Menandatangani
SSPD

Diserahkan
kepada wp

file

selesai

Gambar 4.2flowchart Prosedur Pembayaran BPHTB
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3) Prosedur penelitian SSPD BPHTB

a. WP menyiapkan dokumen terkait SSPD BPHTB

b. WP mengis SSPD BPHTB

c. WP menyerahkan SSPD BPHTB

d. Bank memeriksa kelengkapan formulir

e. Bank mengajukan permohonan SSPD BPHTB

f. Bank memeriksaformulir SSPD BPHTB

g. Pengelolahan data dan informasi mencantumkan informasi objek pajak
pada formulir pengajuan data

h. Pengelolaan data dan informasi menyerahkanformulir pengajuan data ke
bank

i. Pengelolaan data dan informasi mencatat kelengkapan formulir

j. Bank memeriksa kebenaran data yang tercantum dalam SSPD BPHTB

k. BPPRD berhak melakukan penelitian langsung untuk mengecek kebenaran
data.

I. Jikatelah lengkap dan sesual

m. Bank menandatangani SSPD BPHTB

n. Lembar 4 disisipkan sebagal arsip

0. Lembar 1-3 dikembalikan ke wp

p. Selesa



WP

1

Form permohonan
SSPD BPHTB

Dokumen pendukung permohionan
BPHTB

Sspd bphtb

selesai

Fungs Pelayanan

1

FORM
PERMOHONAN
sspd BPHTB

|

Dokumen
pendukung
permohonan sspd

Memeriksa
kel engkapan dokumen
yang dibutuhkan

Ij

mengajukan permohonan

2l

Formulir pengajuan
SSPD BPHTB
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Fungs Pengelolaan
data dan informas

Formulir
pengajuan SSPD
BPHTB

DATA OBJEK PAJAK

A 4

FORM PENGAJUAN
JUDUL
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Form pengajuan
iudul

memeriksa kebenaran data yang tercantum dalam SSPD
BPHTB DAN Dokumen pendukung
Berdasarkan data objek pajak

BPPRD berhak melakukan penelitian
Lapangan untuk mengecek kebenaran
Data secararil

l_l

menandatangani

.

Diserahkan
Kepada WP

h 4 [

1
4
Sspd bphtb

v

AN

Gambar 4.3 flowchart Prosedur Penelitian SSPD BPHTB

Y

Dalam meningkatkan penerimaan pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan
Bangunan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan melaksanakan
dengan melakukan Sistem Pengendalian Intern. Sistem Pengendalian Intern dalam
pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ini berperan penting
sebagai sarana evaluasi terhadap sistem dan prosedur yang telah ada. Evaluasi
tersebut digunakan untuk mengukur seberapa baik sistem yang telah dijalankan agar
pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dapat mencapai target

yang telah ditetapkan untuk mengoptimalkan kegunaannya Sistem yang lemah



88

menyebabkan pengendalian intern lemah dan pada akhirnya realisasi anggaran yang
dihasilkan juga kurang handal dan kurang relevan untuk pembuatan keputusan. Oleh
karena itu pengendalian intern yang baik dapat dicapai apabila dapat ditangani
dengan baik juga untuk menjaga kestabilan penerimaan bahkan dapat melebihi target
yang ditetapkan.
Daam melakukan SPIP Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota
Medan melakukan unsur - unsur Sistem Pengendalian Intern sebagai berikut:
a. Lingkungan Pengendalian
Pimpinan instanss Pemerintah wajib menciptakan dan memelihara
lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif
untuk penerapan sistem pengendalian intern dalam lingkungankerjanya
melalui:
1) Penegakan Integritas dan nilai etika
Integritas dari nilai-nilai  etika yang diterapkan pada BPPRD
KotaMedan telah berjalan dengan baik. Hal ini didukung dengan
adanya standar operasional perusahaan (SOP) yang telah dibuat pada
perusahaan. Selain itu ada visi, misi, dan tujuan BPPRD Kota Medan
tersebut sehingga kepala dinas, kepala bidang serta pegawai berusaha
menciptakan lingkungan kerja yang nyaman dan bekerja sama dalam
mencapal tujuan organisasi. Nilai etika pegawai yang diterapkan di
BPPRD kota Medan salah satunya adalah kedisiplinan yaitu pegawai
diharapkan datang tepat waktu dan pulang sesuai dengan waktu yang

sudah ditentukan.
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Komitmen terhadap kompetens

Komitmen terhadap kompetens di BPPRD sudah balk, vyaitu
Mengidentifikas dan menetapkan kegiatan dalam menyelesaikan
tugas dan fungs masing-masing posisi, menyusun standar kompetensi
untuk menyelesakan tugas dan fungs yang dibutuhkan,
menyelenggarakan pelatihan dan bimbingan untukmeningkatkan
kompetens pekerjaanya.

Kepemimpinan yang kondusif

Adapun Kepala Dinas memeberikan intruks mengenaipel aksanaan
pekerjaan, selain itu kepala dinas dalam berprilakumemberikan contoh
kepada seluruh bawahannya yaitu mulaiinteraks secara intensif
sehingga komunikas antar pegawai akantetap terjaga.

Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan
Struktur organisas di Badan Pengelola Pajak dan Retribus Daerah
Kota Medan berpedoman pada Peraturan Daerah seperti yang diatur
dalam Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2009 Tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota
Medan.

Pendel egasian wewenang dan tanggungjawab yang tepat

Badan Pengelola Pgjak dan Retribusi Daerah kota Medan dalam
melakukan pembagian tugas selalu memberikan tugas kepada pegawai
yang sesuai dengan bidangnya untuk melaksanakan tugasnya sehingga
tugas dan wewenang serta tanggung jawab masing-masing bagian

dapat terlihat dengan jelas.
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6) Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan
sumber daya manusia.

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah kota Medan memberikan
pelatihan khusus bagi pegawai seperti diklat dibidang Pendapatan
Daerah sesuai regulas dan pusat.

7) Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif.
Pengawasan pada Badan Pengelola Pgjak dan Retribus Derah kota
Medan sudah efektif karena pengawasannya dilaksanakan oleh atasan
langsung.

8) Hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait.

Badan Pengelola Pgjak dan Retribus Daerah melakukanhubungan
kerjasama dengan seluruh pihak Satuan Kerja Perangkat Daerah
(SKPD) terkait dengan pengelolaan pajak daerah pada Badan
Pengelola Pgjak dan Retribusi Daerah.

b. Penilaian Resiko

Pimpinan instans Pemerintah wajib melakukan penilaian resiko yang

dihadapi bak dari luar ataupun dari dalam, Badan Pengelola Pgjak dan

Retribus Derah Kota Medan melakukan identifikasi resiko kurang efektif

sehingga perencanaan yang dilakukan mengakibatkan penetapan target

belum tercapai. dimaksudkan adalah untuk menentukan dampak dari
resko yang telah diidentifikas terhadap pencapaian tujuan instans
pemerintah.

“Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif

apabilarasio yang dicapal 1 atau 100%” (Halim, 2003, hal 234).
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c. Kegiatan Pengendalian

Kegiatan pengendalian merupakan inti dari sistem pengendalian intern.
Kegiatan pengendalian dapat membantu memastikan bahwa tindakan yang
diperlukan telah diambil dalam menghadapi resiko sehubungan dengan
pencapai an sebuah tujuan perusahaan.

“Bahwa dalam aur data (flowchart) adalah suatu mode yang
menggambarkan aliran data proses untuk mengolah data dalam suatu
sistem flowchart juga harus terlihat jelas dokumen apa sgja yang akan di
perlukan dalam setiap fungsi, berapa rangkap dokumen yang dibutukan
dan kebagian fungsi manakah dokumen harus diberikan untuk melakukan

otoritas dan dokumentasi” (Mulyadi, 2010, hal 57).
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Wajib pajak siapkan dokumen

A

l

Petugas pelayanan pos BPHTB No. Pelayanan / bukti

menerima/meneliti kelengkapan penerimaan surat

A
\ 4
Kasubbid pembukuan dan pelaporan :

menerima berkas , menandatangani Kasubbid Teknis BPHTB dan PBB:
serta mencatat berkas »| melakukakan verifikasi berkas, mencetak

Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD)

v A
Kepala Bidang BPHTB dan PBB: Menerima Y

laporan hasil pemeriksaan dilapangan,
membuat persetujuan untuk membayar dan
melakukan persetujuan perubahan Surat

Koordinas |apangan petugas teknis BPHTB dan PBB:
penelitian lapangan dengan berita acara penelitian dan
membuat laporan hasil penelitian dilapangan serta

setoran Pajak Daerah (SSPD) dilampirkan dengan foto hasil cek lapangan
A Petugas Pelayanan pos
Kasubbid Pembukuan dan BPHTB: Penyampaian berkas
Pelaporan: Mencatat berkas > BPHTB yang sudah di approve
selesal

A 4

Wajib pajak membayar pajak
BPHTB melalui Bank Sumut

< Wajib Pajak menerima
berkas yang sudah di approve

Gambar 4.4 Per mohonan Verifikas BPHTB

Dari gambar diatas nampak bahwasannya setiap bagian mempunyai fungs

dan tanggung jawab terhadap tuganya masing - masing. Berikut ini adalah

penjabaran mengenal permohonan verifikas pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah

dan Bangunan
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Wajib pajak melapor kepada bagian |oket pelayanan BPHTB

. Petugas |oket BPHTB menerima dan meneliti berkas serta membuat no.
pelayanan atau bukti penerimaan surat dan diserahkan kepada wajib
pajak.

. Kasubbid Pembukuan dan Pelaporan menerima berkas dari petugas
pelayanan dan berkas ditandatangani serta dicatat.

. Kemudian berkas diserahkan kepada Kasubbid Teknis BPHTB dan
PBB untuk dilakukan verifikas dan kemudian mencetak Surat Setoran
Pajak Daerah BPHTB.

. Kemudian berkas tersebut dicek kelapangan dengan menggunakan
berita acara penelitian dan membuat |aporan setelah penelitian selesal.

. Laporan hasil pemeriksaan dilapangan diberikaan kepada Kepala
Bidang BPHTB dan PBB dan membuat persetujuan untuk membayar
dan persetujuan untuk melakukan perubahan Surat Setoran Pgjak Derah
(SSPD) BPHTB.

. Kemudian berkas tersebut diserahkan kepada Kasubbid Pembukuan dan
Pelaporan untuk dicatat.

. Berkas yang sudah selesai diberkan kepada petugas pelayanan pos
BPHTB untuk menyampaikan berkas yang sudah di approve kepada

wajib pajak.

i. Wajib pajak menerima berkas yang sudah di approve kemudian

membayarnya ke Bank Sumut.
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d. Informas dan Komunikas

Pimpinan instans Pemerintah wajib mengidentifikasi, mencatat, dan
mengkomunikasikan informas dalam bentuk dan waktu yang tepat.
Komunikas atas informasi sebagaimana dimaksud wajib diselenggarakan
secara efektif. Menyediakan dan memanfaatkan berbagal bentuk dan
sarana komunikas Penyedia alat dan komunikas yang disediakan oleh
pusat untuk memudahkan Badan Pengelola Pgjak dan Retribusi Derah kota
Medan dalam melakukan pengembangan sistem informasi sudah berjalan
dengan balk digunakan untuk mempermudah informas, seperti
penggunaan alat untuk penggunaan sistem informasi untuk menunjang
kinerja yang berhubungan dengan pendapatan daerah.

Menurut Y uwono (2008), “pengendalian dapat dilakukan dengan sistem
akuntans dengan menerapkan sistem informas akuntans dan berbagai
bentuk aplikas komputer dengan karakteristik double entry yang bertujuan
untuk mendapatkan informasi yang lebih realible. Sehingga, dalam
mengahadapi resko yang mungkin muncul dapat dipecahkan dengan
informasi yang berkualitas dan terkomunikasian dengan baik untuk dapat
dilakukan pengambilan keputusan yang tepat”.

e. Pemantauan

Pimpinan Instanss Pemerintah selama ini wajib melakukan pemantauan
sstem pengendalian intern. Pemantauan sistem pengendalian intern
Pemantauan yang terjadi di BPPRD kota medan masih belummaksimal.
Hal ini dapat dilihat dari ketidak tercapainya target realisas BPHTB,

dikarenakan terjadi penyimpangan yang dilakukan wajib pajak dan PPAT
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(pgjabat akta pembuat tanah) dalam mencantumkan nilai transaksi yang
sebenarnya didalam akta juabeli, jual beli yang dilakukan oleh masyarakat
cenderung rumah tempat tinggal, sehingga pembayaran BPHTB sangat
minim. Evaluas Evaluas dilakukan oleh audit eksternal yaitu Badan

Pemeriksa Keuangan (BPK) selaku pihak yang berkewajiban melakukan

pengawasan dan pemeriksaan untuk memantau perkembanganBadan

Pengelola Pgjak dan Retribus Dearah Kota Medan serta memastikan

pelaksanaan aktivitas setiap bangunan terutama penerimaan pajak yang

dilaksanakan sesuai dengan sistem dan prosedur yang berlaku.

Berdasarkan hasil pembahasan yang dilakukan, maka diketahuipenerimaan
BPHTB menunjukan bawa pencapaian realisas masih belummencapai target yang
telah ditetapkan oleh BPPRD Kota Medan. Keadaan inimenggambarkan
perusshaan atau instans dalam melakukan sistem pengendalianintern pada
pelaksaan pemungutan dan penerimaan BPHTB mash banyakterdapat
permasalahan-permasalahan yang secara langsung mempengaruhipenerimaan
BPHTB .

Menurut Aren (2010:370)“Sistem pengendalian intern dapat terwujud
dengan baik apabiladiterapkan kelima unsur-unsur sistem pengendalian intern
pemerintahNo.60 Tahun 2008".Hal ini terjadi karena prosedur sistem
pengendalian intern yang tidak berjalan dengan baik dari segi penilaian resiko dan
pemantauan. Dari segi penilaian resiko terkait dengan penetapan penerimaan
BPHTB yang belum tercapinya terget yang telah ditetapkan sehingga berpengaruh
terhadap besarnya pendapatan adi daerah kota Medan. Dari segi pemantauan, ini

dari andisis yang berkaitan dengan kegiatan pengendalian intern yang dilakukan
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secara langsung sehingga terjadi penyimpangan dalam penerimaan BPHTB.
Dengan kondisi penerimaan BPHTB yang telah disgjikan tersebut dapat kita
ketahui bawa pemerintah kota Medan masih kurang tegas kepada masyarakat dan
pengendalian dari pemerintah daerahnya pun belum sesuai dengan prosedur yang
ada. Hal ini bertentangan sekali dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah
Nomor 60 tahun 2008, tentang sistem pengendalian intern. Sistem pengendalian
intern meliputi organisasi, metode dan ukuran-ukuranyang dikoordinasikan untuk
menjaga kekayaan organisasi, mengecekketelitian dan keandalan data akuntans,
mendorong efisenss dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen.
Segjalannya hubungan pengendalian dengan realisas dapat berjalan dengan baik
apabila sistem pemerintah daerah yang baikdapat mendukung pelaksanaan
pencatatan, dan pelaporan secara handal, tidak adanya sistem pengendalian yang
handal menyebabkan lemahnya pengendalian intern. Oleh karena itu pengendalian
intern yang baik dapat dicapa apabila dapatditangani dengan baik untuk menjaga

kestabilan penerimaan bahkan dapat melebihi target yang telah ditetapkan

2. Faktor-faktor yang menyebakan Unsur-Unsur Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah Belum Optimal
Setelah dari sistem pengendalian intern yang dterapkan di BPPRD Kota
Medan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang mengalami
penurunan dari tahun 2014-2018, hal ini terjadi dikarenakan ada beberapa
faktor-faktor yang menyebabkan unsur-unsur sistem pengendalian intern
pemerintah belum optimal yaitu:
a. Dari penilaian resko terkait dengan penetapan  target

penerimaanrealisas BPHTB yang belum tercapai dari yang telah
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ditetapkan BPPRD Kota Medan sehingga berpengaruh terhadap
besarnya Pendapatan Adli Daerah dikota Medan

b. Dari segi pemantauan dengan kegiatan pengendalian yang dilakukan
secara langsung sehingga terjadi penyimpangan dalam penerimaan
BPHTB sehingga pembayaran BPHTB sangat minim, seperti terjadi
penyimpangan yang dilakukan yang dilakukan wajib pgjak dan PPAT
(Pejabat Akta Pembuat Tanah) didalam melampirkan atau
mencantumkan nilai transaks yang sebenernya didalam akta jual
beli.jual beli yang dilakukan oleh masyarakat cenderung rumah

tempat tinggal, sehingga pembayaran BPHTB sangat minim.

3. Faktor- faktor yang menyebabkan belum tercapainya target dan

Realisas Penerimaan Pajak BPHTB

Berdasarkan hasil wawancara dari Badan Pengelola Pgjak dan Retribus

Daerah Kota Medan, bahwa faktor-faktor yang menyebabkan belum

tercapainya target penerimaan pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan

Bangunan adalah sebagai berikut:

a. Jua beli tanah dan bangunan dikota Medan masih rendah disebabkan
oleh minat masyarakat yang kurang terhadap pembelian ataupun
penjualan tanah dan bangunan. Harga tanah dan bangunan terus
berbanding terbalik dengan penghasilan yang diperoleh. Hambatan
dalam pembelian bangunan di kota Medan disebabkan kurang
tersedianya infrastruktur, sulithya mendapat perizinan, biaya tenaga

kerja dan juga mahanya harga-harga material.
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b. Pemasukan masyarakat yang rendah dikarenakan beberapa faktor
seperti PHK besar-besaran dapat menimbulkan keinginan membayar
pajak BPHTB rendah.

c. Kesadaran masyarakat yang lemah mengakibatkan penerimaan
BPHTB yang belum mencapai target yang ditetapkan disebabkan oleh
kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pgjak karena masyarakat
merasa paak itu memberatkan, pembayarannya yang sering
mengalami  kesulitan serta kurangnya pemahaman pagak oleh
masyarakat.

d. Wagjib pajak (masyarakat) belum meningkatkan status hakkepemilikan

lahannya.

4. Upaya-Upaya Badan Pengelola Pajak dan Retribus Daerah Kota
Medan dalam Mencapai Target dan Realisas Pajak Bea Perolehan
Hak atas Tanah dan Bangunan di Kota M edan
Dalam rangka mencapal target penerimaan pajak Bea Perolehan Hak Atas
Tanah dan Bangunan Badan Pengelola Pgjak dan Retribusi Daerah Kota
Medan melakukan berbagai upaya sebagai berikut:

a. Bekerja sama kepada notaris untuk menghimbau kepada para wajib
pajak untuk secepatnya agar membuat seritifikat tanah dan juga
bangunan dan agar secepatnya membayar pajak BPHTB.

b. Melakukan sosidlisas terhadap masyarakat terhadap pemahaman
membayar pajak menggunakan basis online untuk mempermudah

pembayaran pajak BPHTB.
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Meningkatkan pengawasan dengan cara melakukan pemeriksaan
secara dadakan dan berkala dan memperbaiki proses pengawasan.

Meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih
baik. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan koordinasi dengan

instans daerah yang terkait.
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BABV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesmpulan
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis dengan
menganalisis sistem pengendalan intern Bea Perolehan Hak atas Tanah dan

Bangunan (BPHTB) dalam meningkatkan pendapatan asli daerah kota Medan,

maka dapat ditarik kesimpulan yaitu:

1. Sistem Pengendalian Intern BPHTB Pada Badan Pengelola Pajak dan
Retribus Daerah Kota Medan belum optima sesua dengan
SistemPengendalian Intern Pemerintah No. 60 Tahun 2008, Dari penilaian
resiko terkait dengan penetapan target penerimaan realisas BPHTB yang
belum tercapai dari yang telah ditetapkan BPPRD Kota Medan sehingga
berpengaruh terhadap besarnya Pendapatan Adli Daerah dikota Medan, Dari
segi pemantauan dengan kegiatan pengendalian yang dilakukan secara
langsung sehingga terjadi penyimpangan dalampenerimaan BPHTB sehingga
pembayaran BPHTB sangat minim,seperti terjadi penyimpangan yang
dilakukan yang dilakukan wajib pgjak dan PPAT (Pejabat Akta Pembuat
Tanah) didalan meampirkan atau mencantumkan nilai transaks yang
sebenernya didalam akta jual beli. jua beli yang dilakukan oleh masyarakat
cenderung rumah tempat tinggal, sehingga pembayaran BPHTB sangat
minim.

2. faktor-faktor yang menyebabkan belum tercapainya target penerimaan paak
BPHTB di BPPRD Kota Medan adalah dikarenakan Jual beli tanah dan

bangunan dikota Medan masih rendah disebabkan oleh minat masyarakat
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yang kurang terhadap pembelian ataupun penjualan tanah dan bangunan.
Harga tanah dan bangunan terus berbanding terbalik dengan penghasilan yang
di dapatkan. Pembelian bangunan di kota Medan sulit terjangkau disebabkan
oleh kurang tersedianya infrastruktur, sulitnya mendapat perizinan, biaya
tenaga kerja dan juga mahanya harga-harga material dan juga kesadaran
masyarakat yang lemah mengakibatkan penerimaan BPHTB yang belum

mencapai target yang ditetapkan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran yang
berhubungan dengan Sistem Pengendalian Intern Bea Perolehan Hak atas Tanah
dan Bangunan (BPHTB) seabagai berikut:

1. Untuk Badan Pengelola Pajak dan Retribus Daerah Kota Medan dalam
meningkatkan penerimaan pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan
Bangunan selain upaya - upaya yang telah disebutkan sebelumnya. Pihak
BPPRD seharusnya meningkatkan kegiatan penyuluhan kepada setiap wajib
pajak restoran yang diharapkan dapat membuka cara pandang wajib pajak
tentang betapa pentingnya paak yang mereka bayar untuk kelangsungan
kegiatan pembangunan di Kota Medan ini.

2. Untuk pihak Badan Pengelola Pajak dan Retribuss Daerah Kota Medan
Sistem Pengendalian yang ada harus lebih dijalankan lagi sesuai peraturan

ataupun kebijakan yang ada agar tujuan organisasi dapat tercapai.
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TESWAWANCARA

1. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan belum terealisasinya tar get

pajak ?
Jawab : faktor-faktor yang menyebabkan belum terealisasinyatarget pajak

yaitu :

a. Jua beli tanah dan bangunan dikota Medan masih rendah disebabkan oleh

minat masyarakat yang kurang terhadap pembelian ataupun penjualan
tanah dan bangunan. Harga tanah dan bangunan terus berbanding terbalik
dengan penghasilan yang diperoleh. Hambatan dalam pembelian bangunan
di kota Medan disebabkan kurang tersedianya infrastruktur, sulitnya
mendapat perizinan, biaya tenaga kerja dan juga mahalnya harga-harga
material.

. Pemasukan masyarakat yang rendah dikarenakan beberapa faktor seperti
PHK besar-besaran dapat menimbulkan keinginan membayar pajak
BPHTB rendah.

. Kesadaran masyarakat yang lemah mengakibatkan penerimaan BPHTB
yang belum mencapai target yang ditetapkan disebabkan oleh kurangnya
kepercayaan masyarakat terhadap pajak karena masyarakat merasa pajak
itu memberatkan, pembayarannya yang sering mengalami kesulitan serta

kurangnya pemahaman pg ak oleh masyarakat.

d. Wajib pajak (masyarakat) belum meningkatkan status hak kepemilikan

lahannya.
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2. Bagaimanakah sistem pengendalian intern pajak BPHTB di BPPRD?

Jawab :sistem pengendalian intern pajak BPHTB di BPPRD belum
berjalan dengan baik. Hal ini terjadi karena adanya sistem pengendalian
intern pajak BPHTB di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah kota
Medan belum berjalan dengan baik dari unsur-unsur SPIP yaitu penilaian
resko dan pemantauan. Dari penilaian resiko terkait dengan penetapan
target penerimaan BPHTB yang belum tercapai sehingga berpengaruh
terhadap besarnya Pendapatan Asli Daerah dikota Medan. Dari segi
pemantauan, ini dari analisis yang berkaitan dengan kegiatan pengendalian
yang dilakukan secara langsung sehingga terjadi penyimpangan yang
dilakukan oleh wajib pajak dan PPAT didadam melampirkan atau
mencantumkan nilai transaks yang sebenarnya didalam akta jual beli.
Dan jual beli yang dilakukan oleh masyarakat cenderung rumah tempat

tinggal sehingga pembayaran BPHTB sangat minim.

3. Apa Upaya-Upaya Badan Pengelola Pajak dan Retribus Daerah Kota
Medan dalam Mencapai Target dan Realisas Pajak Bea Perolehan
Hak atas Tanah dan Bangunan di Kota Medan /

Dalam rangka mencapai target penerimaan pajak Bea Perolehan Hak Atas

Tanah dan Bangunan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota

Medan melakukan berbagal upaya sebagai berikut:

a. Bekerja sama kepada notaris untuk menghimbau kepada para wajib
paak untuk secepatnya agar membuat seritifikat tanah dan juga

bangunan dan agar secepatnya membayar pajak BPHTB.
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b. Melakukan sosidlisasi terhadap masyarakat terhadap pemahaman
membayar pajak menggunakan basis online untuk mempermudah
pembayaran pajak BPHTB.

c. Meningkatkan pengawasan dengan cara melakukan pemeriksaan
secara dadakan dan berkala dan memperbaiki proses pengawasan.

d. Meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih
baik. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan koordinas dengan

instans daerah yang terkait.

4. Bagaimana sistem pemungutan pajak BPHTB ?
Jawab : Self Assessment System adalah Suatu sistem pemungutan pajak
yang memberi wewenang Wajib Pajak untuk menentukan sendiri jumlah
pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan Undang-
Undang Perpajakan yang berlaku dalam sistem ini, inisiatif dan kegiatan
menghitung serta pelaksanaan pemungutan pajak berada di tangan Wajib
Pgak. Sistem ini adaah sistem pemungutan pajak yang berlaku di

Indonesia.



